


 

 

Book Chapter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Muh. Yudi Ilhamy Putra As - Abd. Haris Hamid - Siti Zubaidah 
Muh Reizaldy Eka Putra RM - Marwan Mas – Sahir – Basir Oner 
Nursyamsul - Ruslan Renggong – Ramli - Muh Firmansyah MR 

Verena Harbrianti Dolang  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii | Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif   

 
Book Chapter 

 

 
 

Penulis 
Muh. Yudi Ilhamy Putra As - Abd. Haris Hamid - Siti Zubaidah 

Muh Reizaldy Eka Putra RM - Marwan Mas – Sahir – Basir Oner 
Nursyamsul - Ruslan Renggong – Ramli - Muh Firmansyah MR 

Verena Harbrianti Dolang  
 

Tata Letak 
Mutmainnah 

 
vi + 115 halaman 

18 x 26 cm 
Cetakan: 2022 

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami 
 

ISBN : 978-623-93024-8-1 
 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini 

tanpa izin tertulis penerbit 
 

 
Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia 

Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah 
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya 

Makassar - 90241 
 



  Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif  | iii  

KATA PENGANTAR 
 
 
 

 Hukum in abstracto adalah kaidah kaidah hukum  yang dimaknai 
secara konstektual sebagaimana tertulis di dalam peraturan perundang-
undangan ataupun sumber sumber hukum positif yang lainnya. Selama 
ini  hukum in abstracto sudah lazim dipelajari secara  teoritis  di dalam 
pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum. Namun 
ketika terjadi peristiwa hukum  yang semakin komplek dalam masyarakat, 
tak jarang ketentuan peraturan perundang-undang tersebut mengalami 
persoalan ketika akan diterapkan pada peristiwa hukum tersebut. Oleh 
karena itu perlu adanya pembelajaran hukum di dunia praktik. 
 Belajar hukum di dunia praktik (belajar hukum in concretto) , yaitu 
belajar kaidah-kaidah hukum yang tidak lagi hanya dimaknai secara 
konstektual sepenuhnya, tetapi sudah dihubungkan dengan fakta konkret 
(perkara) yang sedang dihadapi oleh seseorang/ para pihak. Salah satu di 
antaranya adalah dengan cara menganalisis produk-produk hukum yang 
dihasilkan dari ranah yudikatif, seperti Putusan Hakim.- 
 Hakim dalam putusan-putusannya dapat menemukan hukumnya 
(judge made law) terhadap suatu perkara yang tidak jelas atau tidak ada 
ketentuan hukumnya. Sehingga putusan yang didasarkan pada hal yang 
demikian, dapat menjadi dasar bagi hakim berikutnya dalam memutus 
perkara yang sama (yurisprudensi). Begitu juga hakim dalam memeriksa 
fakta (yudex facti) diperlukan keberanian  untuk menerobos kekakuan dan 
kekosongan tafsir gramatical hukum positif.  Putusan hakim yang 
memperlihatkan adanya penemuan penemuan hukum, putusan putusan 
hakim yang memperlihatkan disparitas hukuman yang berbeda terhadap 
perkara yang sama, menarik untuk didiskusikan atau diteliti. 
 Dalam buku ini penulis tampilkan beberapa penelitian  terhadap 
putusan hakim yang dilakukan oleh mahasiswa yang penulis bimbing, 
dengan harapan dapat menjadi bahan literatur bagi penelitian berikutnya, 
maupun bahan diskusi bagi mahasiswa yang ingin belajar hukum secara 
in concreto. 
 Sangat disadari oleh penulis bahwa upaya melakukan kompilasi 
berbagai penelitian putusan pengadilan ini mengandung berbagai 
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kelemahan. Atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam peerbitan 
buku ii, penulis sangat mengharapkan masukan yang konstruktif dari 
para pembaca. 
 
       Makassar, 10 Agustus 2022 
         Siti Zubaidah 
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BAB I 
TINJAUAN HUKUM MEMPERNIAGAKAN 

TUMBUHAN YANG DILINDUNGI  
DALAM KEADAAN HIDUP 

(Studi Kasus  Putusan 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs) 
 
 

Muh. Yudi Ilhamy Putra As 
Abd Haris Hamid  

Siti Zubaidah 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui 

penerapan asas-asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, dalam studi kasus putusan nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.: 2). 
Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip keadilan pada sanksi pidana 
terhadap pelaku memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam 
keadaan hidup, pada studi kasus putusan nomor 
135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs. 

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum 
Normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, juga 
dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 1). Bahwa semua 
unsur-unsur pembuktian telah terpenuhi dan melanggar Pasal 21 Ayat (1) 
huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sehingga Terdakwa secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut dan 
memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa 
dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan Dalam Negeri (SATS-DN) Dalam 
perkara Putusan Nomor. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs 

Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai menerapkan unsur-
unsur dalam dakwaan penuntut umum. 2). Dasar pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor. 
135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs. Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar telah mempertimbangkan dasar penjatuhan 
pidana dengan   mendasar   pada   alat- alat bukti yang sah serta 
keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri. Dalam pertimbangan 
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Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah melakukan 
pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

 

Kata Kunci : Memperniagakan, Tumbuhan yang Dilindungi, 
DalamKeadaan Hidup 

 
 
PENDAHULUAN 

Kesejahteraan manusia masa kini dan masa yang akan datang 
sangatlah tergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. Segudang flora dan fauna endemik dimiliki 
Indonesia yang tidak bisa ditemukan dibelahan bumi atau negara lain. 
Namun, diantaranya ada yang jumlahnya kian langka hingga terancam 
punah, salah satu contoh sedikitnya ada 5.000 spesies anggrek, tetapi 
karena kurang dilestarikan dan di perhatikan, jumlah tersebut mulai 
punah dan berkurang. Sehingga tersisa sekitar 4000-an yang ada. Juga 
sebagai contoh ialah tanaman kantong semar, tanaman ini termasuk 
tanaman yang dilindungi. International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) pada 2014 menetapkan kantong semar sebagai salah satu tanaman 
yang masuk kedalam daftar merah tanaman yang sangat berisiko punah. 

Pada dasarnya terganggunya ekosistem lingkungan hidup 
diakibatkan kerusakan dan atau kepunahan salah satu dari unsur-unsur 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang saling memiliki 
ketergantungan sehingga memengaruhi ekosistem lingkungan hidup. 
Langkah-langkah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnnya 
sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan dan menjaga pemanfaatan 
sumber daya alam hayati secara sebaik-baiknya agar ekosistem 
lingkungan hidup selalu terpelihara dan seimbang. Oleh karena itu, 
sumber daya alam hayati seperti tumbuhan perlu dilestarikan dan 
dilindungi dari kerusakan dan kepunahan, yang berdasarkan prinsip-
prinsip atau asas dan tujuan pelestarian lingkungan hidup pada Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tumbuhan yang dilindungi merupakan 
suatu jenis tumbuhan yang memiliki populasi sudah sangat kecil yang 
dikarenakan tingkat perkembangan yang sudah sangat lambat, dan juga 
akibat dari pemanfaatan kekayaan tumbuhan yang dilakukan oleh 
masyarakat dengan cara memperniagakan tumbuhan yang harusnya 
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dilindungi.Memperniagakan tumbuhan adalah sesuatu yang dapat 
menyebabkan eksploitasi besar yang akan mengancam suatu kepunahan 
tumbuhan yang dilindungi. 

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu, setiap orang dilarang untuk: 
“Mengambil, menebang, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 
mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau 
bagian- bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” 

Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu: 
“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta 
rupiah).” 

Di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa 
spesies anggrek endemik yang khas dan unik yang harus dilestarikan. 
Dalam upaya menjaga dan melestarikan populasi terdapat berbagai 
hambatan,diantaranya oleh beberapa oknum yang melakukan kegiatan 
ilegal yaitu memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, sebagai contoh 
kasus pada Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs dengan terdakwa 
berinisal AN bahwa melakukan tindak pidana memperniagakan 
tumbuhan yang dilindungi yakni jenis tanaman kantong semar dan jenis 
tanaman anggrek yang masuk dalam kelas dilindugi berdasarkan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan 
dan Satwa yang Dilindungi. 

Salah satu akibat dari kasus tersebut membuat jenis tumbuhan 
yang dilindungi yakni spesies anggrek hampir punah akibat pengambilan 
anggrek secara bebas yang tidak sesuai aturan lalu melakukan perniagaan 
atau penjualan secara terus menerus tanpa mengetahui aturan yang 
dianjurkan. 

Berdasarkan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, penulis 
terdorong untuk memilih judul “Tinjauan Hukum Memperniagakan 
Tumbuhan Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan 
Nomor 135/Pid.B/LH/2019/Pn.Mrs”. 
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Rumusan Masalah 
1. Apakah putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? 
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan? 
 
Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum 
normatif yaitu tipe penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan 
yang ada dan Penelitian ini hal ini dilakukan dengan mencari literatur 
kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan mencari 
peraturan dan dokumen yang terkait dengan masalah yang bersangkutan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Pada Putusan Perkara No. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs 
a. Posisi Kasus 

Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 
WITA, Andarias A.Ma alias Papa Jewel Putra, P.Parbong, 
bertempat di Instalasi Karantina Pertanian Bandara Udara 
Internasional Sultan Hasanuddin di Jalan poros Bandara Udara 
Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros datang membawa sebanyak 
14 (empat belas) rumpun tanaman anggrek yang dilindungi yang 
masing-masing 3 (tiga) rumpun anggrek jenis Ascocentrum 
miniatum yang dilindungi dan 11 (sebelas) Kantong Semar yang 
terdiri dari 7 (tujuh) rumpun Nepenthes Maxima dan 4 (empat) 
rumpun Nepenthes Nigra, yang tidak memiliki Surat Angkut 
Tumbuhan Dalam Negeri (SAT-DN) yang dikeluarkan oleh Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dimana tanaman anggrek tersebut di peroleh dari 
Kabupaten Mamasa untuk di daftarkan yang selanjutnya akan 
kirim keluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu diantaranya 
Jakarta, Klaten, Malang, dan Semarang 

b. Dakwaan 
Adapun   isi dakwaan    alternatif    jaksa    penuntut    umum 

terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan tumbuhan yang 
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dilindungi menyatakan terdakwa yang dibacakan pada 
persidangan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Maros yang 
pada pokoknya memilih dan menyatakan hukum dan persuasif 
ketika melakukan kejahatan "Pengangkutan dan perdagangan 
tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup" tanpa 
dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan Dalam Negeri (SATS-DN). 
Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Andarias, A.Ma 
alias Papa Jewel Putra, P. Parbong 19 (sembilan belas) hari dan 
denda sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, 
maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

c. Putusan Hakim 
Dalam perkara Putusan Nomor. 135/Pid.B/LH/2019/PN. 

Mrs Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan yakni, 
Terdakwa Andarias, A.Ma alias Papa Jewel Putra, P. Parbong 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “Mengangkut dan memperniagakan tumbuhan 
yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi Surat 
Angkut Tumbuhan Dalam Negeri (SATS-DN)”. Dan oleh karena 
itu hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 
19 (sembilan belas) hari dan denda sejumlah Rp.1.250.000,- (satu 
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan. Penulis mewawancarai Nurdin 
Polisi Kehutanan Penyelia (wawancara pada tanggal 14 Agustus 
2021), menurut narasumber tersebut bahwa putusan Nomor 
135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs belum sesuai dengan prinsip-prinsip 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena 
putusan hakim ini ancaman pidananya tidak sesuai dengan 
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang dimana hakim hanya 
menjatuhi hukuman 19 hari, hal ini tidak dapat membuat efek jera 
kepada pelaku atau terdakwa. kalau hukuman yang diberikan 
sangat ringan pasti pelaku atau terdakwa akan melakukan 
perbuatan itu lagi. Jadi intinya tidak sesuai dengan prinsip 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada, 
memang harapan kita kalau dengan jadinya revisi undang-
undang P3H, maka hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku 
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atau terdakwa semakin berat dan membuat efek jera dan tidak 
akan melakukan perbuatan itu lagi. 

 

Melihat Pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana 
penjara selama 19 (Sembilan belas) hari adalah terdakwa Andarias A.Ma. 
Alias Papa Jewel Putra Parbong tersebut adalah dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya 
sebagai obyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dan terhadap 
terdakwa sendiri di muka pengadilan, tidak ada yang membebaskan dari 
perbuatan itu, baik karena alasan amnesti, pembenaran maupun 
pemberhentian penuntutan. 

Dari 14 (empat belas) prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (UUPPLH), menurut penulis hanya ada 4 prinsip yang diterapkan 
hakim dalam putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs yaitu : 

1. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap 
orang mempunyai tugas dan tanggung jawab negara kepada 
generasi mendatang dan terhadap sesamanya sepanjang generasi 
dengan berupaya melestarikan daya dukung ekosistem dan 
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam 
putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa tumbuhan yang 
dilindungi adalah tumbuhan yang ditetapkan oleh peraturan 
pemerintah dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan agar 
jenis tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan berdasarkan 
surat keputusan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan 
nomor 106 tahun 2018. Dan pertimbangan selanjutnya Andarias 
A.Ma mengangkut 27 jenis tumbuhan liar dengan rincian 10 
tanaman kantong semar dan 163 rumpun angrek yang dikemas 
dalam 26 kardus. Tanaman tersebut berasal dari Tondok Bakaru 
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat 
dengan tujuan pengiriman antara lain Jakarta, Klaten, Malang, 
Jogjakarta dan Bogor. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi Ada dua 
jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. 
Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan distribusi 
kepada masyarakat sesuai dengan kinerjanya. Keadilan komutatif 
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memberi setiap orang jumlah yang sama, terlepas dari 
pencapaiannya. 

2. Prinsip keserasian dan keseimbangan, adalah pemanfaatan 
lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek pelestarian 
ekosistem. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim 
pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa sesuai 
pasal 1 angka 1 undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber 
daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati didalam yang terdiri 
dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam 
hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati 
disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 

3. Prinsip manfaat, bahwa disesuaikan dengan potensi sumber daya 
alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 
Terkait dengan prinsip tersebut dilihat dari pertimbangan hakim 
pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa jenis 
Anggrek dan Kantong Semar yang dilindungi tidak boleh 
diperdagangkan kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan 
dengan seizin Menteri Kehutanan dan dapat dimanfaatkan dengan izin 
pengambilan dalam bentuk kuota dan peredarannya harus disetai dengan 
izin angkut (Surat Angkutan Tumbuhan Dalam Negeri). 

4. Prinsip kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak 
suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk 
menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari 
ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup. Terkait dengan prinsip tersebut dilihat dari pertimbangan 
hakim pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa 
dampaknya jika tumbuhan dikeluarkan dari habitatnya tanpa ada 
mekanismenya atau izinnya bisa merusak ekosistemnya dan 
menggangu rantai makanannya. 
 

2. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Putusan Perkara No. 
135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs 

Penulis mewawancarai Muhammad Rasul, SH., MH. Koordinator 
Polisi Kehutanan (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2021), menurut 
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narasumber tersebut bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada putusan 
Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs. tidak sesuai dengan prinsip keadilan 
sebagaimana yang di kemukakan oleh John Rawls karena jika dikaitkan 
dengan putusan ini dengan prinsip keadilan seharusnya hukuman yang di 
jatuhkan minimal hukuman masa percobaan selama 3 bulan sehingga 
memberikan efek Jera. Apakah seimbang antara tuntutan, ancaman 
dengan perbuatan dengan putusan penjatuhan hukumannya, melihat 
putusan tersebut itu tidak, sehingga prinsip dari teori keadilan John Rawls 
dalam putusan tersebut tidak sesuai. 

Ada 4 teori dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli yaitu : 

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles 
Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua jenis 

keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. 
Keadilan distributif adalah pemerataan yang memberi orang bagian 
sesuai dengan pencapaiannya. Keadilan komutatifamemberikan 
jumlah yang sama kepada setiap orang terlepas dari pencapaiannya. 
Melihat perbuatan Andarias, A.Ma yang mengambil, mengangkut 
dan memperniagakan 3 rumpun anggrek jenis Ascocentrum 
miniatum, 7 rumpun kantong semar jenis nepenthes maxima dan 4 
rumpun kantong semar jenis nepenthes migra harus dihukum yang 
memberikan efek jera akan tetapi dalam Putusan Nomor. 
135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs hakim dalam mengambil putusan 
dazhhhhn pertimbangan tidak sesuai dengan prinsip keadilan 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles itu dapat dilihat 
dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pidana 
penjara dan pidana denda dipandang sudah tepat dan telah 
memenuhi rasa keadilan. 

Menurut penulis nilai-nilai keadilan yang yang terdapat 
dalam putusan hakim sebagaimana pandangan Aristoteles adalah 
menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga bisa menjadi 
pertimbangan dalam pemberian hukuman oleh hakim. 

2. Teori Keadilan John Rawls 
John Rawls Program-program yang mendukung keadilan di 

sisi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan: 
pertama, kebebasan fundamental yang seluas-luasnya dan 
persamaan hak untuk kebebasan yang sama bagi semua.Tekankan 
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pandangannya tentang keadilan dalam menjamin peluang. Kedua, 
menata kembali kesenjangan sosial ekonomi yang muncul sehingga 
dapat saling menguntungkan. Menurut penulis nilai-nilai keadilan 
yang yang terdapat dalam putusan hakim sebagaimana pandangan 
John Rawls yaitu persamaan yang tidak membeda-bedakan dan 
tanggung jawab itu dapat dilihat bahwa Andarias, A.Ma diberikan 
oleh hakim hak-haknya sebagai terdakwa untuk membela diri. 
Serta dalam putusan, kemudian Andarias, A.Ma berterus terang 
mengakui perbuatannya dan keadaan yang memberatkan dan 
meringankan atas apa yang telah diperbuatnya maka melihat hal 
tersebut hakim dalam mengambil putusan menyesuaikan dengan 
prinsip keadilan John Rawls. 

3. Teori Keadilan Hans Kelsen 
Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan 

nilai yang  bersifat subjektif. Dalam Putusan Nomor. 
135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs Hakim mempertimbangkan barang 
bukti berupa 3 rumpun angrek jenis Ascocentrum miniatum, 7 
rumpun kantong semar jenis nepenthes maxima dan 4 rumpun 
kantong semar jenis nepenthes migra dan mempertimbangkan 
keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan maka dalam 
mengambil putusan hakim bersifat subjektif sebagaimana prinsip 
dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. 

Menurut penulis nilai-nilai keadilan yang yang terdapat 
dalam putusan hakim sebagaimana pandangan Hans Kelsen yaitu 
kejujuran itu dapat dilihat bahwa hakim selalu 
mempertimbangkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat 
mengambil keputusan. 

4. Teori Keadilan Thomas Hobbes 
Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu tindakan 

yang dapat dijelaskan seolah-olah berdasarkan kesepakatan yang 
disepakati. Sekali lagi, perjanjian ini merupakan perjanjian 
pengambilan keputusan antara hakim dan terdakwa, suatu norma 
hukum yang tidak hanya mendukung satu pihak, tetapi juga 
mengutamakan kepentingan dan kepentingan umum. Menurut 
penulis nilai keadilan yang ditekankan oleh Thomas Hobbes ialah 
persamaan yang adil. Pasal yang menjadi pertimbangan dalam 
Putusan Nomor. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs yaitu pasal 21 ayat 1 
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huruf a Jo pasal 40 ayat 2 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang 
konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pasal 
tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak dalam putusan 
tersebut sehingga Hakim dalam mengambil putusan sesuai dengan 
prinsip pada teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Thomas Hobbes. 

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan 
seorang pidana/pidana jika pelaku tindak petindak/pelaku itu melakukan 
tindak pidana dan memenuhi persyaratan perundang-undangan. 

Berdasarkan analisis penulis bahwa dari keempat teori keadilan 
yang dikemukakan oleh beberapa ahli, penulis melihat prinsip keadilan 
menurut John Rawls lebih sesuai diterapkan dalam kasus pada putusan 
Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs, sehingga Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum 
kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif pada pasal 21 ayat (1) huruf a 
Jo pasal 40 ayat (2) ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) hari 
serta denda sebesar sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) Jika denda   tidak dibayar, maka harus diganti dengan 
kurungan satu bulan. Dalam hal ini, denda akan lebih kecil dari yang 
sebelumnya diminta oleh kejaksaan. 

Menurut penulis, dalam hal ini terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana 
penjara dan denda yang lebih masuk akal. Putusan hakim adalah bahwa 
perasaan bersalah terdakwa dan nilai keadilan tidak dapat ditawar-tawar 
lagi dan harus diwujudkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, 
masyarakat lain yang dianggap tidak memadai atau tidak dapat 
dibenarkan bertentangan dengan asas. Ketidakadilan hanya dapat 
dibenarkan jika ketidakadilan yang lebih besar perlu dihindari. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 
1. Dalam Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs pengadilan 

hanya menjatuhi hukuman pidana penjara 19 hari dan denda 
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sebanyak Rp. 1.250.000. Seharusnya bisa lebih berat dan 
memberikan efek jera terhadap pelaku, putusan hakim tidak sesuai 
dengan belum memberikan efek jera yang sesuai dengan prinsip-
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada, 
dengan hanya menyesuaikan 4 (empat) prinsip yaitu prinsip 
kelestarian dan keberlanjutan, prinsip keserasian dan 
keseimbangan, prinsip manfaat, dan prinsip kehati-hatian dari 
14 (empat belas) prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagaimana yang diatur Pasal 2 Undang- Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (UUPPLH).. 

2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan 
menghukum pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) hari serta 
denda sebesar Rp.1.250.000. subsidair pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan. Tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, 
seharusnya pengadilan atau majelis hakim memperhatikan dan 
mempertimbangkan dari keempat teori dengan prinsip keadilan 
yang dikemukakan oleh beberapa ahli, prinsip keadilan menurut 
John Rawls lebih sesuai untuk dipertimbangkan hakim dalam putusan 
Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs, kesimpulan Majelis Hakim terdakwa 
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu 
dakwaan Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah 
melakukan tindak pidana perdagangan tumbuhan hidup yang dilindungi. 

 

 



12 | Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif   



  Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif  | 13  

BAB  II 
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN  
TUJUAN MENYAMARKAN ASAL USUL 

 HARTA KEKAYAAN 
(Studi Kasus Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.) 

 
Muh Reizaldy Eka Putra RM 

Marwan Mas 

 Siti Zubaidah 

 
 

ABSTRAK 

Muh Reizaldy Eka Putra RM, Analisis Hukum Terhadap Tindak 
Pidana Pencucian Uang Dengan Tujuan Menyamarkan Asal Usul Harta 
Kekayaan (Studi Kasus Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.), 
Dibimbing oleh Marwan Mas dan Siti Zubaidah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah 
pembuktian tindak pidana pencucian uang perkara pidana Nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks; 2) Apakah sanksi yang dijatuhkan pada 
putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-
nilai keadilan. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari 
bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang 
dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber 
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim, 
Penuntut Umum, Penyidik dan Ahli Hukum untuk melengkapi informasi 
yang dibutuhkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembuktian perkara 
tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks hakim menggunakan sistem pembuktian 
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Undang-Undang secara negatif. Sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang 
berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Hakim menilai 
fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik dari 
keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan dari 
terdakwa. Ditemukannya juga barang bukti berupa 2 (dua) unit mobil 
yang masing-masing 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih nomor 
polisi B 1792 COS beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit mobil Mini 
Cooper warna merah nomor Polisi L 48 U beserta STNK telah 
meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan 
kejahatan tindak pidana pencucian uang. (2) Kemudian sanksi yang 
dijatuhkan hakim dalam putusan ini mencerminkan nilai keadilan 
komutatif menurut Aristoteles (Marwan Mas, 2021:117) sebagai 
keadilan komutatif dengan asas hukum semua orang sama 
kedudukannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, hakim memproses 
terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian 
uang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi vonis pidana 
penjara oleh hakim selama 2 (dua) tahun. 

 

Kata Kunci : Pencucian Uang, Sanksi Pidana, Harta Kekayaan 
 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang 
terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 
17.000 pulau, yang dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. 
Hal ini ini juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 2, bahwa 
Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. 

Makassar merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang 
terletak di pulau Sulawesi dan merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi 
Selatan. Sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur 
dan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Tak mengherankan 
jika Makassar berpotensi menjadi daerah dengan tingkat kriminalitas yang 
tinggi. 
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Dalam perkembangan zaman, tindak kriminalitas juga semakin 
beraneka ragam, salah satunya yaitu tindak pidana pencucian uang 
(Money Laundering). Istilah pencucian uang atau (Money Laundering) 
telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia 
membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. 

Tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana yang berada 
di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang artinya 
tindak pidana pencucian uang ini termasuk sebagai tindak pidana khusus, 
yang diatur didalam Undang-Undang tersendiri yaitu dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang menganut prinsip follow the money, yaitu semua yang 
terlibat dalam pencucian uang (perkara korupsi) dapat ditelusuri, 
terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan (korupsi) yang 
bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan 
bersumber dari hasil kejahatan (korupsi). 

Secara umum, pencucian uang ini erat kaitannya dengan keinginan 
menyembunyikan asal usul harta kekayaan guna untuk menghindari 
penuntutan serta penyitaan atau bisa juga dengan tujuan memperkaya diri 
dengan motif membelanjakan harta hasil tindak pidana tersebut. Di 
Indonesia sendiri uang hasil tindak pidana korupsi merupakan yang paling 
sering terjadi, sering kali koruptor mempergunakan uang hasil tindak 
pidana korupsi tersebut dengan membeli rumah, kendaraan pribadi 
ataupun kepentingan pribadi lainnya. 

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 
tidak hanya mengatur harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana 
korupsi saja melainkan ada banyak yang diatur salah satunya harta 
kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika. Membelanjakan, 
menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari 
Tindak Pidana Narkotika dapat juga dijerat dengan ancaman pidana 
kejahatan pencucian uang. 

Kejahatan peredaran narkotika memang sejak lama diyakini 
memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah tipologi 
pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan 
sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (predicate crime) yang 
utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime 



16 | Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif   

selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, 
menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis narkotika agar nampak 
seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. 

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui                     
(1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pencucian uang perkara 
pidana Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks,(2) apakah sanksi yang 
dijatuhkan pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks sudah sesuai 
dengan nilai-nilai keadilan. 

2. Metode Penelitian 
Dalam menganalisis data, penelitian ini mengunakan metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah tipe penelitian 
hukum yang meliputi kegiatan pengumpulan data, dalam rangka 
menjawab pertanyaan terkait dengan masalah yang terjadi dilapangan, 
sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe 
penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah 
gabungan pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari 
unsur empiris. Tujuan penelitian dengan penelitian normatif empiris 
adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif 
(peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta 
yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu 
masyarakat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Makassar, Kantor Kejaksaan Tinggi, dan Polrestabes Makassar. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
data ini dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka, dkumentasi, dan 
wawancara. Dalam melakukan wawancara, beberapa pihak menjadi 
partisipan, antara lain: (1) Hakim Pengadilan Negeri Makassar; (2) Jaksa 
Penuntut Umum; (3) Penyidik Polrestabes Makassar; (4) Ahli Hukum. 

3. Hasil dan Pembahasan 

A. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Pidana 
Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks 

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk 
menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian pada 
hakikatnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam 
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sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah 
terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Dalam perkara pidana, pihak 
yang harus membuktikan kesalahan terdakwa di dalam persidangan 
pengadilan adalah penuntut umum. 

Pada bulan Desember 2017 Muh Anas yang beralamat di Jl. Hikmah 
depan Puskesmas Maccorawalie, Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap 
melakukan bisnis narkotika jenis sabu-sabu yang dimana ia memperoleh 
sabu-sabu dari tompobulan sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 550.000.000 
(lima ratus lima puluh juta) kemudian ia menjual narkotika jenis sabu-sabu 
itu dengan harga Rp. 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) dengan 
keuntungan Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) sehingga 
keseluruhan keuntungan yang di dapatkan oleh Muh Anas dari hasil 
penjualan narkotika jenis sabu-sabu itu sebesar Rp. 810.000.000 (delapan 
ratus sepuluh juta rupiah). 

Pada tanggal 18 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di show room PT Cemerlang Jl. 
Kertajaya no 214 Surabaya jawa timur atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan di 
tahan di Rutan Kelas I Makassar serta sebagian saksi yang dipanggil lebih 
dekat pada Pengadilan Negeri Makassar dari tempat kedudukan 
Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan 
(Pasal 84 ayat 2 KUHAP) mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, 
mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau 
perbuatan lain atas harta kekayaan lain yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupkan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul harta kekayaan . 

Pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor 
1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dibuktikan dengan 7 keterangan saksi yang 
padanya intinya menjelaskan bahwa terdakwa Muh Anas memang 
memiliki usaha jual beli narkoba yang kemudian membeli 2 unit mobil 
yakni Honda brio dan mini cooper dengan uang dari hasil penjualan 
narkotika tersebut. Pembuktian dalam putusan Nomor 
1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks juga dibuktikan dengan keterangan ahli dan 
keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan 
bahwa ia memang telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan 
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sempat menghentikan bisninya itu namun ia kembali melakukan bisnis 
jual beli narkotika tersebut pada tahun 2017, terdakwa juga menjelaskan 
bahwa ia telah membeli 2 mobil yakni Honda brio dan mini cooper. 

Pembuktian dalam putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks 
dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang 
berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa 
maupun adanya barang bukti. Sehingga dalam hal pembuktian majelis 
hakim membuktikan dengan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pembuktian 
unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut. 

Pembuktian unsur-unsur oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 
1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dinyatakan terbukti tepenuhinya unsur-unsur 
adanya perbuatan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan 
menyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa, 
Tanggal 24 Agustus 2021 kepada Hakim Ni Putu Sri Indayani yang 
menjadi hakim ketua pada perkara putusan nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks mengatakan bahwa: 

Bahwa tindak pidana pencucian ini merupakan tindak pidana yang 
tidak berdiri sendiri melainkan selama ini kita selalu berpatokan kepada 
tindak pidana asalnya, untuk tindak pidana asalnya sendiri diatur pada 
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengenai 
pembuktian tindak pidana pencucian pada perkara ini dapat dibuktikan 
dengan adanya alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP 
yang dihadirkan oleh penuntut umum selama proses persidangan 
berlangsung. yakni adanya keterangan dari para saksi, keterangan ahli, 
alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang 
dihadirkan yakni berupa 2 unit mobil Mini Cooper dan Honda Brio sudah 
cukup meyakinkan hakim bahwa perkara pencucian uang dapat 
dibuktikan.1 

 
1 Wawancara yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 24 

Agustus 2021 
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Alat bukti yang dimaksud oleh Hakim yang diatur didalam Pasal 
184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa. Dan pada perkara ini alat bukti yang dihadirkan di 
persidangan oleh penuntut umum, yaitu keterangan saksi, keterangan 
ahli, alat bukti surat, serta keterangan dari terdakwa. Hal senada juga 
disampaikan oleh Irfan Heryono selaku penyidik di Polrestabes Makassar 
wawancara Tanggal 18 Agustus 2021 mengemukakan bahwa: 

Pembuktian tindak pidana pencucian uang pada perkara ini sudah 
dapat dilihat pada alat bukti yang ditemukan pada proses penyelidikan 
maupun penyidikan, keterangan dari saksi-saksi yang diperoleh penyidik 
dan keterangan dari tersangka serta ditemukannya juga barang bukti 
berupa 1 (satu) unit mobil Minicooper dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio. 
Ia juga menjelaskan bahwa dengan adanya perkara asal semakin 
meyakinkan penyidik bahwa tindak pidana pencucian uang telah terjadi.2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik terlihat 
bahwa tindak pidana pencucian uang sudah dapat diketahui dari bukti 
permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga bahwa 
telah terjadi tindak pidana, seperti telah terdapat bukti atau telah 
ditemukannya sekurang-kurangnya seorang saksi/alat bukti. Pada perkara 
ini ditingkat penyidikan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti, yakni 
keterangan saksi dan keterangan tersangka serta terdapat barang bukti 
yang disita oleh pihak penyidik berupa 2 (dua) unit mobil yang masing-
masing 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah dan 1 (satu) unit 
mobil Honda Brio warna putih. 

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan Hari Kamis, 
Tanggal 21 Oktober 2021 kepada Andi Hariani Gali selaku jaksa penutut 
umum menuturkan bahwa mengenai pembuktian: 

Mengenai pembuktiannya, kan kebetulan saya juga yang pegang 
perkara narkotikanya, dia menjual narkotika kemudian hasil penjualan itu 
dia belikan berupa dua unit mobil, itupun berupa transfer, 1 (satu) unit 
mobil mini cooper dan 1 (satu) unit mobil honda brio, dan yang honda brio 
ini bukan atas nama dia, tapi atas nama anggotanya, jadi itu sudah jelas 
masuk disitu pencucian hasil kejahatan narkotika, dia sudah masuk di 
pencucian uang karena dia berpindah ke orang lain, disitulah 
pencuciannya.2 

 
2  Wawancara yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 

Tanggal 21 Oktober 2021 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penuntut umum 
terlihat bahwa terdakwa melakukan upaya placement yaitu upaya 
menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana 
kedalam sistem keuangan yang salah satu bentuk kegiatannya yakni 
membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan 
pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai 
penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan 
melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain. 

Menurut penulis, pada perkara ini hakim dalam menjatuhkan 
putusan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang 
ditujukan kepada terdakwa Muh Anas Alias Sofyan Bin Abd Aziz, hakim 
menggunakan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara 
negatif (Negatief Wettelijk Bewisjstheorie). Artinya, untuk menentukan 
kesalahan terdakwa agar dapat dipidana, harus ditunjang oleh mininal 2 
alat bukti sah dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Keyakinan hakim 
dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-
alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh 
undang-undang yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Sistem 
pembuktian ini merupakan perpaduan antara aspek objektif dari alat bukti 
sah, dengan aspek subjektif dari penilaian hakim terhadap alat bukti. 

Hal ini juga dipertegas oleh Basri Oner selaku ahli hukum/Lawyer 
wawancara yang dilaksanakan Hari Selasa, Tanggal 2 November 2021 
menuturkan bahwa: 

Adapun mengenai pembuktiannya sama pada dasarnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa sistem pembuktian 
yang kita anut adalah sistem pembuktian negatif, bahwa hakim akan 
memutuskan perkara pidana salah tidaknya terdakwa minimal 2 (dua) alat 
bukti yang sah ditambah dengan keyakina hakim, itu namanya sistem 
pembuktian negatif, jadi itu dasarnya, persoalan bagaimana pembuktian 
perkara pencucian uang diserahkan kepada penuntut umum karena 
penuntut umum yang harus membuktikan, penuntut umum yang 
mendakwa terdakwa dibuktikan bahwa betul terjadi pencucian uang, dan 
terdakwalah ini pelakunya, dan penuntut umum ini berpatokan pada alat 
bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, 
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keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.3 
Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan bagian yang 

sangat esensial, hal ini bertujuan guna menentukan dan membuktikan 
kesalahan seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, 
sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan 
pada proses pembuktiannya dan fakta-fakta hukum yang terungkap 
diproses persidangan. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara 
negatif menurut Pasal 183 KUHAP untuk menentukan bersalah atau 
tidaknya terdakwa harus ditunjang oleh mininal 2 alat bukti sah dan 
ditambah dengan keyakinan hakim. Pada perkara ini ditemukan tidak 
hanya 2 alat bukti melainkan terdapat 4 alat bukti yang sah yang 
memunculkan keyakinan pada diri hakim sebagiamana telah dijelaskan 
sebelumnya yaitu keterangan saks-saksi, keterangan ahli, keterangan 
terdakwa dan juga alat bukti surat. 

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis bahwa terdakwa Muh 
Anas Alias Sofyan Bin Abd Aziz terbukti bersalah melakukan kejahatan 
tindak pidana pencucian uang berdasarkan alat bukti yang dihdirkan 
selama proses persidangan yakni berupa keterangan saksi, keterangan 
ahli, alat bukti surat, serta keterangan dari terdakwa dan ditemukannya 
barang bukti 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio 
warna putih nomor polisi B 1792 COS beserta STNK dan BPKB dan 1 
(satu) unit mobil Mini Cooper warna merah nomor Polisi L 48 U beserta 
STNK. 

B. Nilai- nilai Keadilan Pada Putusan Nomor 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks 

Pertimbangan yuridis hakim pada perkara putusan Nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks selama proses persidangan telah terungkap 
fakta-fakta hukum, antara lain adanya keterangan saksi yang berjumlah 7 
(tujuh) orang dan keterangan antar saksi tersebut saling bersesuaian, 
keterangan dari seorang saksi ahli guna menjelaskan kejahatan pencucian 
uang secara lebih lengkap, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa 
yang pada pokoknya mengakui perbuatannya. Ditemukan pula barang 
bukti yang telah ditetapkan diperkara ini, yaitu : 1 (satu) unit mobil Honda 
Brio warna putih nomor polisi B 1792 COS beserta STNK dan BPKB dan 

 
3 Wawancara yang dilakukan dengan ahli hukum/Lawyer, Tanggal 2 November 

2021 
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1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah nomor Polisi L 48 U beserta 
STNK. Perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur pasal 3 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pertimbangan non yuridis hakim pada perkara putusan Nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks terdapat pada hal-hal yang dipertimbangkan 
hakim, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah 
dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan 
narkotika, terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas 
perbuatannya, serta dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan karena 
berstatus sebagai narapidana dan ditemukannya barang bukti berupa 1 
(satu) unit mobil Honda Brio warna putih nomor Polisi B 1792 COS 
beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna 
merah nomor Polisi L 48 U beserta dengan STNK akan dirampas untuk 
negara. 

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim, maka 
sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa pada putusan 
Nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks pidana penjara selama 2 (dua) tahun 
sedangkan dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun terlihat bahwa putusan hakim lebih ringan 
setahun dari dakwaan penuntut umum. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis yang 
dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021 kepada Hakim Ni 
Putu Sri Indayani yang menjadi hakim ketua pada perkara putusan 
Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks mengemukakan bahwa: 
Hakim sudah pertimbangkan semua, hakim dalam memutus suatu 
perkara tidak hanya berdasarkan bukti yang diajukan tetapi keyakinan 
hakim muncul berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan, 
keterangan saksi, ahli, surat, sesuailah dengan rasa keadilan. Kita 
sebagai hakim bantu juga dia, mungkin pada saat dia tidak tahu bahwa 
hasil kejahatan dia pergunakan untuk membeli sesuatu, dia tidak 
mengerti bahwa itu bisa dijerat dengan Undang-Undang money 
laundering, jadi kitakan pertimbangkan dia penyalahguna narkotika dan 
kemudian sebagai hasil penyalahgunaan narkotika dia sebagai penjual, 
hasil dari penjualan itulah dia bisa mendapat keuntungan untuk membeli 
ini, awalnya dia jugakan korban dari penyalahgunaan narkotika, itukan 
disitu rasa keadilannya, kita pertimbangkan dia dalam artian dia tidak 
pernah menyadari apa yang selama ini diperbuat akan terjerat Undang-
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Undang money laundering, dia awalnya hanya tahu saya dapat uang 
dengan jual sabu-sabu.4 

1) Analisis Menggunakan Teori Thomas Hobbes 
Jika dianalisis dengan pendapat Thomas Hobbes yang 

berpendapat bahwa keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat 
dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah 
disepakati. Jika melihat teori keadilan berdasarkan Thomas Hobbes 
penulis berpendapat terdapat nilai Fairness (keadilan) dan nilai 
Balance (Keseimbangan) didalamnya. Apabila dihubungkan pada 
putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka nilai Fairness 
(keadilan) dalam putusan hakim pada putusan ini terdapat pada 
proses persidangan dimana terdakwa sepakat dan tidak mengajukan 
keberatan terhadap alat bukti yang dihadirkan serta dengan dakwaan 
Jaksa penuntut umum dan juga putusan Majelis Hakim, terdakwa 
tidak mengajukan keberatan sehingga terdakwa menerima dakwaan 
yang dijatuhkan terhadapnya. Maka hakim dalam penjatuhan 
hukumannya kepada terdakwa telah menerapkan nilai Fairness 
(keadilan) yang terdapat dalam teori keadilan menurut Thomas 
Hobbes. Namun pada putusan ini berdasarkan analisis penulis belum 
mencerminkan nilai Balance (keseimbangan) yakni pada penjatuhan 
pidana penjara kepada terdakwa dimana hakim hanya menjatuhkan 
vonis 2 (dua) tahun penjara yang menurut penulis belum seimbang 
dengan perbuatan terdakwa, seharusnya berdasarkan analisis penulis 
hakim dapat menjatuhkan pidana penjara lebih berat kepada 
terdakwa dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap 
di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan jual beli sabu 
sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu yang berbeda, hal ini 
menurut penulis membuktikan bahwa terdakwa tidak merasa jera 
dalam melakukan tindak pidana, sehingga menurut penulis dengan 
penjatuhan vonis yang lebih berat kepada terdakwa dapat memberi 
efek jera dan guna dapat memenuhi rasa keadilan dalam 
masyarakat. Mengingat pula bahwa ancaman pidana penjara 
maksimal pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang ialah pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun). Maka 

 
4 Ibid, , Tanggal 24 Agustus 2021 
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berdasarkan hal tersebut menurut penulis hakim dalam putusan ini 
belum mencerminkan nilai Balance (keseimbangan) dalam penjatuhan 
putusannya. 

 
2) Analisis Menggunakan Teori Aristoteles 

Jika dianalisis dengan teori keadilan yang dikemukakan 
Aristoteles yang membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan 
keadilan komutatif. Dimana keadilan distributif adalah keadilan yang 
memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya sedangkan 
keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap 
orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. 
Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles menurut 
penulis terdapat nilai Fairness (kewajaran) didalam keadilan 
distributif dan nilai Balance (keseimbangan) didalam keadilan 
komutatif. Jika dianalisis pada putusan Nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka nilai Fairness (kewajaran) dalam 
putusan hakim ialah tercermin pada kewajaran hakim dalam 
menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa yang didasarkan pada 
tingkat kesalahan terdakwa, dimana terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana pencucian uang sehingga menurut penulis wajar 
apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim. 
Sedangkan nilai Balance (keseimbangan) pada putusan ini tercermin 
pada terdakwa yang dihadapkan pada proses persidangan untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana sehingga hal ini menunjukkan bahwa 
semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum yang menurut 
penulis hal tersebut mencerminkan nilai keseimbangan. 
3) Analisis Menggunakan Teori Hans Kelsen 

Jika dianalisis dengan teori keadilan yang dianut Hans Kelsen, 
yang berpandangan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang 
bersifat subjektif. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang 
bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui 
dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, 
namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian 
diperuntukkan tiap individu. Berdasarkan teori keadilan yang 
dikemukakan Hans Kelsen menurut penulis terdapat nilai 
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Straightforwardness (kejujuran) didalamnya. Jika dianalis dengan 
teori ini, hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor : 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks tidak hanya berdasarkan pandangan 
subjektifnya saja, tetapi hakim menilai fakta-fakta hukum yang 
terungkap di dalam proses persidangan, berupa alat-alat bukti yang 
dihadirkan oleh penuntut umum dan juga hakim mempertimbangkan 
keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan 
terdakwa. Pandangan subjektif hakim barulah muncul setelah 
melihat semua pertimbangan-pertimbangan yang terungkap dalam 
persidangan, baik pertimbangan yuridis hingga pertimbangan non 
yuridis. Mengenai Nilai Straightforwardness (kejujuran) pada 
putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks tercermin pada 
kejujuran hakim dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap 
serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada 
terdakwa. 
4) Analisis Menggunakan Teori John Rawls 

Jika dianalisis dengan pendapat John Rawls yang berpendapat 
bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-
institusi sosial (social institutions). Pandangan Rawls memposisikan 
adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di 
dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau 
memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, 
sehingga satu pihak yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang 
seimbang. Menurut penulis didalam teori keadilan yang dikemukakan 
oleh John Rawls mengandung nilai Balance (keseimbangan) dan nilai 
Temperence (pertengahan). Untuk menganalisis dengan teori ini, 
maka penulis akan membandingkan putusan Nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks dengan perkara pencucian uang yang 
melibatkan pejabat dalam hal ini Muhammad Nazaruddin yang 
didakwa melakukakan pencucian uang dengan membeli sejumlah 
saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil 
korupsi divonis bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana 
pencucian uang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Jika      
dibandingkan dengan putusan nomor: 

1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks dimana terdakwa Muh Anas Alias Sofyan 
Bin Abd Aziz didakwa melakukan pencucian uang dengan membeli 2 
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(dua) unit mobil yang uangnya diperoleh dari hasil kejahatan 
narkotika divonis bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana 
pencucian uang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 
Terdapat perbedaan mengenai tindak pidana asalnya yang menurut 
penulis seharusnya hakim pada putusan Nomor: 
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks dapat menjatuhkan vonis pidana penjara 
lebih berat jika menerapkan nilai Balance (keseimbangan) dan nilai 
Temperence (pertengahan) karena hakim dapat memposisikan sama 
atau seimbang antara kejahatan peredaran narkotika dan kejahatan 
tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam 
kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya 
merugikan negara tetapi dapat juga merusak moral generasi bangsa. 
Berdasarkan analisis menggunakan teori keadilan John Rawls maka 
putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks belum mencerminkan 
nilai-nilai keadilan. 

 
4. Kesimpulan 

1. Pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang pada putusan 
Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks hakim menggunakan sistem 
pembuktian Undang-Undang secara negatif. Sebagaimana Pasal 183 
KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. Hakim menilai fakta-fakta hukum yang terungkap 
selama proses persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan 
ahli, alat bukti surat dan keterangan dari terdakwa. Ditemukannya 
juga barang bukti berupa 2 (dua) unit mobil telah meyakinkan hakim 
bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan tindak 
pidana pencucian uang. 

2. Sanksi yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini mencerminkan 
nilai keadilan komutatif menurut Aristoteles (Marwan Mas, 
2021:117) sebagai keadilan komutatif dengan asas hukum semua 
orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, 
hakim memproses terdakwa karena terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana pencucian uang dan atas perbuatannya tersebut 
terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara oleh hakim. 
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Abstrak 

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian 
pada kasus pembunuhan dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm sehingga 
diputus bebas dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pembunuhan dalam 
putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm. Metode penelitian yang bersifat normatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian pada 
kasus pembunuhan dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm lemah, sehingga 
diputus bebas. Fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan 
terdakwa dan surat, Penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya 
kepada terdakwa dan tidak bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa 
para terdakwa pelaku tindak pidana yang didakwakan. (2) pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm 
adalah pertimbangan yuridis berupa dakwaan alternatif pertama Pasal 338 
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terbukti, Majelis Hakim kemudian 
mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 
KUHP juga tidak terbukti, kemudian fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan terkait dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, barang bukti, fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaaan 
sidang pengadilan. Berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan Penuntut umum 
tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa bersalah dan hakim tidak 
menemukan keyakinan Para Terdakwa melakukan kesalahan seperti yang 
didakwakan. Maka, berhak membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan 
dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.  

 

Kata kunci: Pembuktian, Pembunuhan, Pertibangan Hakim, Putusan 
Bebas 
 

Abstract 
 This research is to find out and analyze the strength of evidence in the 
murder case in decision No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm so that it was acquitted and to 
find out and analyze the judge's considerations in passing an acquittal against the 
crime of murder in decision No.3/ Pid.B/2022/PN.Sgm. The research method is 
normative. 
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 The results of the study show that (1) The strength of evidence in the 
murder case in decision No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm was weak, so he was acquitted. 
Legal facts either through witness statements, statements of the insured and 
letters, the public prosecutor is unable to prove his indictment to those who are 
offended and cannot provide confidence to the judge that the perpetrators of the 
crime being charged. (2) the judge's considerations in passing the acquittal in 
decision No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm are juridical considerations in the form of the 
first alternative indictment Article 338 of the Criminal Code Jo Article 55 
paragraph (1) 1st is not proven, the Panel of Judges then considering the second 
alternative indictment, namely Article 170 paragraph (2) 3rd of the Criminal Code 
which is also not proven, then the juridical facts were revealed in the dispute 
related to the public prosecutor's indictment, witness statements, defense 
statements, evidence, facts and circumstances found in the examination of the trial 
court. Based on the facts in the trial, the public prosecutor could not prove that the 
Defendants were guilty, and the judge did not find the Defendants' conviction to 
have made a mistake as charged. Thus, the Defendant has the right to release all 
charges and the Defendant is released from detention. 
 
Keywords: Proof, Murder, Judgment, Acquittal 
 
 
PENDAHULUAN 

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan 
benda-benda materil terbatas, sementara cara memperoleh benda itu juga 
terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keiinginan manusia terhadap materi tidak 
terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan salah satu telah 
terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segara muncul, begitu sterusnya 
tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan 
berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan 
dengan cara-cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat 
menyababkan terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan, dan 
bahkan pembunuhan.  

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum 
dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala 
masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan 
perkara berakibat salah satu pihak dirugikan. Berkaitan dengan hal tersebut 
terdapat beberapa putusan pengadilan yang menyatakan bebas terhadap pelaku 
tindak pidana lebih khususnya pelaku kejahatan terhadap nyawa, dimana hakim 
dianggap keterlaluan membebaskan pelaku kejahatan tanpa melihat hubungan 
klausal dalam proses persidangan dan terkadang jaksa penuntut umum dalam 
membuat surat dakwaan tidak dapat membuktikan dakwaannya dan kurang 
meyakinkan hakim sehingga hal tersebut membuat hilangnya rasa keadilan bagi 
para pihak yang dirugikan. 
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Mengenai hal di atas terdapat suatu putusan yang dapat dianalisis salah 
satunya adalah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa 
didalam Putusan Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Sgm. Terdakwa dinyatakan bebas 
karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan di Desa 
Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
mendalam terhadap Putusan Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Sgm tersebut sebagai 
kajian dalam skripsi yang berjudul : "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam 
Tindak Pidana Pembunuhan" (Putusan Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Sgm). 

 
METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang akan 
menguji norma-norma hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. 
Penelitian dilakukan di Kab. Gowa. Pengumpulan data dan informasi terkait 
penulisan skripsi ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 
Polres Gowa karena lokasi tersebut dianggap terkait dengan lokasi objek 
penelitian. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: Data Primer, data yang dikumpulkan atau yang diperoleh 
melalui cara penelitian lapangan, dalam hal ini wawancara secara langsung 
kepada salah satu Hakim di Pengadilan negeri Sungguminasa Andi Naimmi 
Masrura Arifin, S.H. dan Penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa Briptu 
M. Zainal. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan Teknik 
pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel 
dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan serta 
putusan pengadilan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas 
dalam penulisan skripsi ini.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Pembunuhan Dalam Putusan 

No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm  
1.  Posisi Kasus 

Kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Belapungranga yang dilakukan 
oleh Nasir dg Rurung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pelaku berumur 38 
tahun, pekerjaan petani, agama islam merupakan warga Desa Belapunranga 
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Nyampa dg Muttu pelaku berumur 51 
tahun, pekerjaan karyawan BUMN, agama islam merupakan warga Desa 
Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Basri dg Rala berumur 
47 tahun, pekerjaan petani, agama islam merupakan warga Desa Belapunranga 
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Sangkala dg Maling berumur 62 
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tahun, pekerjaan petani, agama islam merupakan warga Desa Belapunranga 
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Kamaruddin berumur 25 tahun 
merupakan korban kasus pembunuhan tersebut. Dimana pada hari Selasa 
tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bulan Agustus 2021, Desa 
Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. 

Awalnya pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16:00 
wita Nasir dg nurung pergi memberi makan sapi di kampung labakkang 
kemudian Nasir hendak balik pulang kerumah namun dalam perjalanan pulang 
Nasir lewat di jalan inhutani kemudian melihat korban Kamaruddin sedang 
mengendarai sepeda motor masuk kedalam hutan. Karena Nasir belum pernah 
melihat korban 

sebelumnya di Desa Belapungranga kemudian Nasir mendekati korban 
dan Nasir melihat sebuah parang yang tersimpan diatas sadel tempat duduk 
dibelakang motor kemudian Nasir mengambil parang tersebut dan langsung 
menanyakan kepada Kamaruddin “apa kau bikin disini” kemudian dijawab oleh 
Korban “saya dipengaruhi oleh jin”. 

Selanjutnya, Nasir melihat sebuah tali didalam tas korban tersebut 
karena hal tersebut Nasir curiga bahwa ini orang merupakan pencuri ternak 
berhubung dua hari yang lalu ada kasus pencurian ternak di tempat yang sama 
kemudian Nasir langsung menebas kaki kanan korban sebanyak satu kali dalam 
posisi korban sementara duduk diatas motor miliknya. Kemudian korban turun 
dari motor Nasir kembali hendak menebas kepala korban tetapi tangan Nasir 
dipegang oleh korban kemudian parang yang Nasir pegang direbut oleh korban. 
melihat parang ada dalam penguasaan korban kemudian Nasir melarikan diri 
meninggalkan lokasi. 

Kemudian Nasir pergi mencari bantuan dan sekitar pukul 16:30 wita 
Nasir bertemu dengan Nyampa dan Sangkala dirumahnya dilabbakkang. 
Kemudian Nasir menyampaikan kepada mereka sambil berkata “disana ada 
pencuri” kemudian mereka bertiga menuju kearah hutan dan bertemu dengan 
Basri yang berbocengan sama istrinya syamsia. 

Selanjutnya mereka menuju hutan saat sampai dilokasi sekitar pukul 
17:00 wita korban sudah dalam posisi duduk seorang diri dengan luka dikakinya, 
Nasir membuka isi tas korban dan menemukan tali tambang warna hijau muda 
seketika itu mereka berempat menuduh Kamaruddin adalah pelaku pencuriaan 
sapi yang terjadi sekitar tanggal 29 Agustus 2021 di sekitar TKP. Selanjutnya 
Nasir langsung menebas kepala korban menggunakan parang. Kemudian 
Nyampa memegang kaki korban lalu Sangkala kemudian memukul kaki korban 
dengan kayu pohon. Basri mencekik leher korban dan meminumkan racun 
rumput dengan merk Primaxone kepada korban. Setelah melihat korban 
terbaring dalam keadaan pingsan kemudian mereka berempat meninggalkan 
lokasi kejadian dan Kembali kerumah masing-masing. 
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Tehadapa kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan 

terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif. Adapun dakwaan alternatif 
pertama (primer), Para Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa  
dengan dakwaan melanggar Pasal 388 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP Kemudian dakwaan alternatif kedua (subsidair) Para Terdakwa diajukan 
ke Pengadilan Negeri Sungguminasa  dengan dakwaan melanggar Pasal 170 
ayat (2) ke-3 KUHP. 

 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan 

alternatif pertama yang pada pokoknya agar Ketua Majelis Hakim menyatakan 
Terdakwa Nasir dan Terdakwa Nyampa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana diatur dan diancam pidana 
melanggar Pasal 388 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam 
dakwaan alternatif pertama, dengan pidana penjara masing-masing selama 
15 (lima belas) Tahun penjara dan dikurangi masa penahanan yang para 
terdakwa jalani selama proses pemeriksaan. Kemudian tuntutan dalam dakwaan 
alternatif kedua agar Ketua Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Nasir dan 
Terdakwa Nyampa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidanan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 
Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua, dengan 
pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun penjara dan 
dikurangi masa penahanan yang para terdakwa jalani selama proses pemeriksaan 

 

4.  Pembuktian 
Untuk membuktikan dakwaannya terhadap dakwaan alternatif pertama 

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan alternatif 
Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti 
berupa: 

a. Keterangan saksi 
Ada enam saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, empat saksi tidak 

ada yang melihat secara langsung yaitu, Saksi Muharram, saksi Rizal, saksi 
Syahrul, dan saksi Andika, kemudian  dua saksi yang merupakan terdakwa juga 
dalam berkas perkara yang terpisah yakni, saksi Sangkala dan saksi Basri.  

b. Surat 
Surat Visum Et Repertum No. VER/81/IX/2021/Forensik, tanggal 12 

September 2021 yang dibuat oleh Dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.F Dokter 
Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Dengan hasil 
penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh 
penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh perdarahan yang terjadi dibawah 
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selaput otak akibat trauma benda tajam yang keras pada kepala dan diperberat 
dengan luka lain dan berdasarkan Visum tidak ditemukan adanya racun dalam 
mulut dan tubuh korban. 

c. Keterangan terdakwa 
Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa dia tidak 

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap si korban 
Kamaruddin pada hari selasa 31 Agustus 2021 sekitar pukul 17:00 wita di Jalan 
Inhutani Labakkang Dusun Sunggumanai Desa Belapunranga Kec Parangloe 
Kab Gowa. 

d. Penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut: 
1) 1 (satu) Bilah pisau/parang bergagang kayu dengan panjang 

kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm. 
2) 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih satu meter. 
3) 1 (satu) botol racun rumput merk primaxone. 
4) 1 (satu) botol air mineral yang berisikan racun rumput. 
5) 1 (satu) lembar baju koko warna hijau 
6) 1 (satu) lembar celana warna hijau 
7) 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam bergaris putih 
8) 1 (satu) ikat tali warna hijau 
9) 1 (satu) buah tas warna hitam 
 

1. Dakwaan Alternatif Pertama (Primer) 
Dalam perkara ini Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif 

Adapun dakwaan alternatif pertama (primer) Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikur: 

1. Barangsiapa 
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan. 
1) Barangsiapa 

Barangsiapa dalam kasus ini adalah orang yang didakwa 
melakukan tindak pidana pembunuhan di Labakkang Dusun 
Sunggumanai Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten 
Gowa, yakni terdakwa pertama atas nama Nasir sesuai dengan Kartu 
Tanda Penduduk berumur 38 tahun, lahir di Parang 07 Agustus 1983, 
tinggal di Labakkang, Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe 
Kabupaten Gowa, beragama islam, pekerjaan petani. Kemudian terdakwa 
kedua atas nama Nyampa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk berumur 
51 tahun, lahir di Parangloe 07 Juli 1970, tinggal di Sunggumanai Desa 
Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, beragama islam, 
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pekerjaan Karyawan BUMN. Dilihat dari umur para terdakwa baik Nasir 
maupun Nyampa yang sudah dewasa serta dalam keadaan jiwa yang tidak 
cacat, maka dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 
dan dapat diadili. Dengan demikian unsur Barangsiapa sudah terpenuhi. 

2) Dengan sengaja menghilagkan nyawa orang lain 
Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari 

kesalahan. Oleh MvT (Memorie Van Toelichting) dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan sengaja adalah “willens en watens” artinya seseorang 
yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki 
perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang 
mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Mencermati dakwaan 
penuntut umum dimana penuntut umum menguraikan perbuatan Nasir 
yang memarangi Kamaruddin waktu masih diatas motor dan juga 
menebas kepala bagian belakang korban saat mereka Kembali di TKP, 
sedangkan Nyampa memegang kaki korban, kemudian Sangkala 
memukul korban dengan kayu, lalu Basri mencekik korban dan 
meminumkan racun.  

Tapi uraian tersebut diatas yang dibuat berdasarkan BAP oleh 
penyidik tidak dapak dijadikan dasar dalam perkara ini karena proses 
pengambilan BAP tidak sistematis dan melanggar Pasal 56 ayat (1) 
KUHAP hal ini dikarenakan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan 
terhadap terdakwa, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan 
penyidik telah selesai membuat resume perkara padahal proses 
pemeriksaan belum selesai, maka BAP tidak dapat dapat dijadikan dasar. 
Meskipun penyidik mengatakan bahwa proses pemeriksaan sudah sesuai 
dengan prosedur namun pada saat saksi penyidik dijadikan saksi 
Verbalisant, penyidik Hery Kuswanto tidak dapat membuktikan bahwa 
proses pemeriksaan telah sesuia prosedur, akhirnya Hakim menilai bahwa 
BAP tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini. Oleh karena itu 
Hakim berpedoman pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi 
“keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan disidang 
pengadilan” dan pada Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi “keterangan 
terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. 

Maka untuk membuktikann unsur dengan sengaja menghilangkan 
nyawa orang lain yakni korban Kamaruddin penuntut umum mengajukan 
saksi sebanyak enam orang, empat diantaranya yakni saksi Muharram, 
Rizal, Syahrul, dan Andika  hanyalah saksi yang mendengar cerita dari 
warga dan dari terdakwa saat ketemu di sel tahanan, dua diantaranya 
yakni saksi Sangkala dan Basri yang merupakan terdakwa juga dalam 
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perkara ini namun dalam berkas perkara yang terpisah. Sesuai 
keterangan saksi saksi yang tidak melihat langsung kejadian dan 
perbuatan para terdakwa melainkan hanya mendengar cerita dari warga 
dan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa saat di sel tahan, terdakwa 
mengakui perbuatan dan memperagakannya kronologis kejadian, 
terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan dan 
menyatakan keterangan saksi tidak benar, kemudian sesuai keterangan 
saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa yakni Sangkala dan 
saksi Basri yang merupakan terdakwa juga dalam berkas yang terpisah 
yang tentunya akan membela perbuatan terdakwa karena juga 
merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, menerangkan 
bahwa waktu tiba di TKP para terdakwa dan saksi tidak ada yang 
menyentuh korban melainkan hanya mengajukan beberapa pertanyaan 
diantanya “siapa parangiko” dijawab “saya sendir, saya dipengaruhi jin”, 
kemudian saksi dan terdakwa pergi mencari bantuan dari pihak 
kepolisian. Selanjutnya keterangan terdakwa sama persis apa yang 
disampakain oleh saksi Basri dan Sangkala bahwa waktu diTKP korban 
sudah dalam keadaan terkapar berdarah dan tidak berani menyentuh 
korban, melainkan pergi mencari bantuan Kepolisian. 

Kemudian berdasarkan dakwaan dikatakan bahwa Basri 
mencekik kemudian meminumkan racun, namun di Visum tidak 
ditemukan racun ditubuh dan mulut korban.  

Kemudian barang bukti yang diajukan penuntut umum tidak ada 
satupun saksi yang melihat para terdakwa mempergunakannya di lokasi 
tempat ditemukannya korban Kamaruddin. Karena berdasarkan alat 
bukti elektronik menunjukkan bahwa Kamaruddin masih hidup ketika 
sudah banyak warga yang masuk kedalam hutan.  

Berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada yang menunjukkan 
perbuatan terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 
yaitu Kamaruddin, sebagaiamana yang didakwakan oleh penuntut umum, 
maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak 
terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan. 

 
2. Dakwaan Alternatif Kedua (Subsidair) 

Pada dakwaan alternatif kedua (subsidair) Penuntut umum 
mendakwa terhadap terdakwa dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 
KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Barangsiapa  
2. Secara terang-terangan 
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3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang 
atau barang 

4. Yang menyebabkan matinya orang. 
 

1) Barangsiapa 
Sama halnya dalam dakwaan alternatif pertama bahwa, 

Barangsiapa dalam kasus ini adalah orang yang didakwa melakukan 
tindak pidana pembunuhan di Labakkang Dusun Sunggumanai 
Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, yakni 
terdakwa pertama atas nama Nasir sesuai dengan Kartu Tanda 
Penduduk berumur 38 tahun, lahir di Parang 07 Agustus 1983, 
tinggal di Labakkang, Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe 
Kabupaten Gowa, beragama islam, pekerjaan petani. Kemudian 
terdakwa kedua atas nama Nyampa sesuai dengan Kartu Tanda 
Penduduk berumur 51 tahun, lahir di Parangloe 07 Juli 1970, 
tinggal di Sunggumanai Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe 
Kabupaten Gowa, beragama islam, pekerjaan Karyawan BUMN. 
Dilihat dari umur para terdakwa baik Nasir maupun Nyampa yang 
sudah dewasa serta dalam keadaan jiwa yang tidak cacat, maka 
dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.  

 
2) Secara terang-terangan 

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan 
keterangan para terdakwa dimana locus delicti perkara ini adalah 
Kawasan hutan milik inhutani di Labakkang, Dusun Sunggumanai, Desa 
Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Maka lokasi 
kejadian merupakan tempat terbuka yang siapa saja ada kemungkinan 
untuk melewatinya dan melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi 
dilokasi tersebut sehingga masuk dalam pengertian terang-terangan. 
Dengan demikian unsur secara terang-terangan telah terpenuhi. 

 
3) Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang 

atau barang 
Yang dimaksud kekerasan di Pasal ini ditujukan kepada orang 

atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya 
sedikinya dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak 
turut serta melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.  
Berdasarkan BAP penyidik dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke 
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Jaksa penuntut umum lalu penuntut umum membuat dakwaan kepada 
terdakwa serta menguraikan perbuatan terdakwa Nasir yang memarangi 
Kamaruddin waktu masih diatas motor dan juga menebas kepala bagian 
belakang korban pada saat mereka Kembali ke TKP, sedangkan Nyampa 
memegang kaki korban, kemudian Sangkala memukul korban dengan 
kayu, lalu Basri mencekik korban dan meminumkan racun.      

Tapi uraian dakwaan tersebut diatas yang dibuat berdasarkan 
BAP oleh penyidik tidak dapak dijadikan dasar dalam perkara ini karena 
proses pengambilan BAP tidak sistematis dan melanggar Pasal 56 ayat (1) 
KUHAP hal ini dikarenakan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan 
terhadap terdakwa, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan 
penyidik membuat resume perkara padahal proses pemeriksaan belum 
selesai, maka BAP tidak dapat dapat dijadikan dasar.  

Meskipun penyidik mengatakan bahwa proses pemeriksaan sudah 
sesuai dengan prosedur namun pada saat saksi penyidik dijadikan saksi 
Verbalisant, penyidik Hery Kuswanto tidak dapat membuktikan bahwa 
proses pemeriksaan telah sesuia prosedur, akhirnya Hakim menilai bahwa 
BAP tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini. Oleh karena itu 
Hakim berpedoman pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi 
“keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan disidang 
pengadilan” dan pada Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi “keterangan 
terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. 

Akhirnya untuk membuktikan unsur pasal Dengan tenaga 
bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, penuntut 
umum mengajukan saksi sebanyak enam orang, empat diantaranya yakni 
saksi Muharram, Rizal, Syahrul, dan Andika hanyalah saksi yang 
mendengar cerita dari warga dan dari terdakwa saat ketemu di sel 
tahanan, dua diantaranya yakni saksi Sangkala dan Basri yang 
merupakan terdakwa juga dalam perkara ini namun dalam berkas 
perkara yang terpisah. Sesuai keterangan saksi saksi yang tidak melihat 
langsung kejadian dan perbuatan para terdakwa melainkan hanya 
mendengar cerita dari warga dan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa 
saat di sel tahan, terdakwa mengakui perbuatan dan memperagakannya 
kronologis kejadian, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa 
keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar, kemudian 
sesuai keterangan saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa yakni 
Sangkala dan saksi Basri yang merupakan terdakwa juga dalam berkas 
yang terpisah yang tentunya akan membela perbuatan terdakwa karena 
juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, 
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menerangkan bahwa waktu tiba di TKP para terdakwa dan saksi tidak 
ada yang menyentuh korban melainkan hanya mengajukan beberapa 
pertanyaan diantanya “siapa parangiko” dijawab “saya sendir, saya 
dipengaruhi jin”, kemudian saksi dan terdakwa pergi mencari bantuan 
dari pihak kepolisian. Selanjutnya keterangan terdakwa sama persis apa 
yang disampakain oleh saksi Basri dan Sangkala bahwa waktu diTKP 
korban sudah dalam keadaan terkapar berdarah dan tidak berani 
menyentuh korban, melainkan pergi mencari bantuan Kepolisian. 

Kemudian berdasarkan dakwaan dikatakan bahwa Basri mencekik 
kemudian meminumkan racun, namun di Visum tidak ditemukan racun 
ditubuh dan mulut korban.  

Kemudian barang bukti yang diajukan penuntut umum tidak ada 
satupun saksi yang melihat para terdakwa mempergunakannya di lokasi 
tempat ditemukannya korban Kamaruddin. Karena berdasarkan alat 
bukti elektronik menunjukkan bahwa Kamaruddin masih hidup ketika 
sudah banyak warga yang masuk kedalam hutan.  

Berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada yang menunjukkan 
perbuatan terdakwa Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang sebagaiamana yang didakwakan oleh 
penuntut umum, maka unsur Dengan tenaga bersama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang tidak terpenuhi, maka unsur yang 
lain tidak perlu dipertimbangkan. 

 

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama dan unsur-unsur Pasal 
170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua tidak 
terpenuhi. 

 

5.  Putusan Hakim 
 Majelis Hakim berpendapat terhadap semua unsur-unsur tindak pidana 

ada yang tidak terpenuhi, setelah melihat barang bukti yang diajukan di 
persidangan serta keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat 
bukti surat, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas. 

 

6.  Analisis Penulis  
Berdasarkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk 

membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, penulis menganalisis bahwa 
kekuatan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa itu 
lemah sehingga tidak mampu membuktikan dan meyakinkan Hakim bahwa 
terdakwa inilah yang mejadi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. 
Adapun alasan penulis mengatakan bahwa kekuatan pembuktian Jaksa Penuntu 
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Umum lemah karena Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi yang 
melihat secara langsung perbuatan Terdakwa yakni Syamsia istri dari terdakwa 
Basri. Padahal Syamsia adalah orang yang bersama-sama terdakwa menuju ke 
TKP, hal ini juga menjadi pertanyaan bagi penulis, mengapa Jaksa Penuntu 
Umum tidak mengajukan saksi Syamsia. Pada akhirnya saksi Syamsia dijadikan 
saksi yang meringankan oleh terdakwa. Menurut penulis tentu Syamsia akan 
membela terdakwa karena suami Syamsia juga merupakan terdakwa dalam 
berkas perkara yang terpisah. Meskipun penuntut umum menjadikan saksi Basri 
dan Sangkali sebagai saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa, tapi 
tentu saksi Basri dan Sangkala akan membela perbuatan terdakwa Nasir dan 
terdakwa Nyampa hal ini dikarenakan Basir dan Sangkala juga terdakwa dalam 
berkas perkara yang sama namun terpisah. 

Kemudian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik tidak teliti, sistematis dan terukur, hal ini juga membuat pembuktian 
lemah karena mengurangi keyakinan Hakim. Kenapa dikatakan tidak teliti, 
sistematis dan terukur karena berdasarkan fakta hukum, pertama Penyidik 
selesai membuat Resume perkara padahal proses pemeriksaan belum selesai, 
kedua Penyidik waktu melakukan BAP terhadap Terdakwa, terdakwa tidak 
didampingi oleh penasehat hukum, ketiga berdasarkan hasil BAP Penyidik, 
dikatakan bahwa terdakwa mencekik lalu meminumkan racun merk Primaxone 
kedalam mulut korban namun berdasarkan Visum tidak ditemukan racun dalam 
tubuh korban. Hal ini semua menurut analisis penulis yang melemahkan 
dakwaan Jaksa Penuntu Umum sehingga tidak mampu membuktikan 
dakwaanya.  

Jika proses penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai prosedur tentu 
timbul pertanyaan mengapa jaksa penuntut umum tidak mengembalikan berkas 
perkara tersebut untuk disempurnakan atau dilengkapi. Faktanya sesuai hasil 
penelitian penulis jaksa penuntut umum terlalu cepat menyatakan bahwa berkas 
perkara sudah lengkap meskipun belum lengkap namun karena hubungan 
emosional jaksa penuntu umum denngan penyidik menyatakan nanti dilengkapi 
sambil berproses inilah yang sering terjadi sekarang. Sehingga apa yang terjadi 
pada akhirnya penyidik tidak melengkapi berkas perkara dan pada akhirnya pada 
saat dipersidangan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya 
karena tidak cukup bukti dan berkas perkara yang tidak sesuai standar 
oprasional. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No. 
3/Pid.B/2022/PN.Sgm 

Sebelum menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan 
tersebut sudah sepatutnya hakim memepertimbangkan Pertimbangan Yuridis. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu Majelis 
Hakim Pengadilan Negri Sungguminasa Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. 
Mengatakan bahwa terkait dengan prtimbangan yuridis, pertimbangan hakim 
haruslah berupa fakta fakta yang bersifat yuridis yang terungkap dalam 
persidangan, dijelaskan dalam persidangan fakta-fakta yang bersifat yuridis ialah 
Dakwaan Pnuntut Uumum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan 
Terdakwa, dan Barang Bukti. Bukan hanya itu, pertimbangan yuridis haruslah 
merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan 
perbuatan terdakwa tersebut. 

Berdasarkan kasus pembunuhan ini Hakim mempertimbangkan 
pertimbangan yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak 
mampu membuktikan dakwaanya terhadap Para terdakwa sebagaiaman dalam 
dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pada 
dakwaan alternatif kedua pada Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3. Kemudian Jaksa 
Penuntut Umum tidak mampu memberi keyakinan kepada Hakin bahwa Para 
terdakwa inilah yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan sebgaimana 
yang didakwakan. 

Berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “jika 
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Maka Majelis Hakim 
menyatakan Terdakwa Nasir dan Terdakwa Nyampa tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, membebaskan Para 
Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. 

Menurut analisis penulis Hakim dalam proses pembuktian di sidang 
pengadilan memang telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis berupa 
dakwaan baik alternatif pertama yang tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya Hakim 
mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang juga tidak terbukti 
berdasarkan alat bukti yang diajukan juga. Sehingga hakim menjatuhkan 
putusan bebas dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP.  

Namun berdasarkan analisis penulis. Penulis tidak melihat adanya 
keinginan Hakim untuk menggali kebenaran materil pada kasus pembunuhan 
tersebut meskipun memang dikatakan bahwa proses pnyelidikan dan penyidikan 
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tidak teliti, sistematis dan terukur akhirnya Hakim berpedoman pada Pasal 185 
KUHAP tentang keterangan saksi dan pada Pasal 189 KUHAP tentang 
keterangan Terdakwa. Menurut penululis ini terlalu menguntungkan terdakwa 
yang seketika di sidang Pengadilan semua keteranganya diterima. Tanpa ada 
upaya dari hakim untuk lebih menggali keterangan Para terdakwa. 

Dari keterangan terdakwa di sidang pengadilan tentu akan membela 
dirinya dan terdakwa lainnya begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan 
penasehat hukum terdakwa tentu akan membela terdakwa dalam sidang 
pengadilan. Berdasarkan hal ini atas penulis tidak melihat adanya upaya oleh 
Jaksa Penuntu Umum dan Hakim untuk membantah keterangan terdakwa dan 
keterangan saksi-saksi Para Terdakwa yang meringanka, dan keterangan 
terdakwa diterima begitu saja tentu ini sangat merugikan keluarga korban. Jika 
berpikir bahwa korban Kamaruddin dengan kerasukan Jin korban dengan 
sengaja membunuh diri dengan memarangi dirinya ini kurang logis menurut 
penulis sehingga penulis berharap Hakim lebih menggali kebenaran materil 
terhadap kasus tersebut. Antara proses penyidikan dengan pembuktian surat 
dakwaan serta fakta-fakta di sidang pengadilan menurut penulis sangat 
menguntungkan terdakwa.    Berdasarkan analisis penulis diatas bisa saja 
terdakwa tidak dibebaskan apabila mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, 
pembuktian dakwaan penuntut umum dengan alat bukti yang diajukan di sidang 
Pengadilan kuat serta hakim menggali lebih dalam kebenaran materil pada luka 
korban Kamaruddin yang tidak masuk diakal dengan sengaja melukai dirinya 
dengan dalih kerasukan Jin. 

 Menurut penulis akan lebih masuk akal seandainya dalam kasus tersebut 
hakim lebih menggalih kebenaran materil dan menemukan adanya alasan 
penghapus pidana  hal ini ditandai dengan adanya luka pada korban bisa saja ada 
pelawanan yang melampaui batas pada saat Nasir merebut parang korban 
Kamaruddin, sehingga mengakibatkan kematian pada korban Kamaruddin dan 
itu bisa jadi alasan penghapus pidana sehingga di putus lepas.
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KESIMPULAN 
1.  Pembuktian pada kasus Perkara No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm yang 

dihubungkan  dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan Pasal 170 KUHP  ayat (2) ke-3 tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian 
lemah Penuntut umum tidak  mampu membuktikan dakwaannya, tidak 
bisa memberikan keyakinan kepada  hakim, bahwa betul para terdakwa 
inilah yang menjadi pelaku tindak pidana yang  didakwakan. 
Berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh dalam 
 persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan Para 
Terdakwa  dengan sengaja menghilangkan nayawa korban dan dengan tenaga 
bersama  melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Kamaruddin, 
serta tidak  melihat adanya hubungan kausalitas antara kematian korban 
Kamaruddin dengan  Para Terdakwa. 

2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan 
No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm  Hakim mempertimbangkan pertimbangan 
yuridis berupa Dakwaan Jaksa Penuntu Umum. dakwaan alternatif 
pertama yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)  ke-1 tidak 
terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan 
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 
KUHP juga tidak terbukti, kemudian fakta yuridis yang terungkat 
dalam persidangan terkait dakwaan penuntut umum, keterangan 
saksi, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta dan keadaan 
yang ditemukan dalam pemeriksaaan sidang pengadilan 

 Berdasarkan fakta- fakta yang timbul dalam persidangan 
dapat dipastikan bahwa Penuntut umum tidak dapat membuktikan 
dakwaanya terhadap terdakwa bahwa Para Terdakwa bersalah dan 
hakim tidak menemukan keyakinan bahwa Para Terdakwa melakukan 
kesalahan seperti yang didakwakan yaitu pada dakwaan 
 pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan dakwaan 
alternatif  kedua Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3. Berpedoman pada 
Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “jika pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
 terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. 
Maka, Majelis Hakim berhak membebaskan Para Terdakwa dari segala 
tuntutan dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan. 
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SARAN 
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran, Majelis hakim dalam memberikan putusan  
harus cermat dan teliti dalam menelaah apakah sudah terbukti atau 
tidak unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Ini sangat penting guna 
menghindari salah penafsiran dan berdampak pada putusan yang 
tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum materil dan ditakutkan 
akan berdampak tidak tercapainya tujuan dari hukum yaitu 
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kemudian dalam 
sidang pengadilan meskipun berpedoaman pada Pasal 185 KUHAP 
tentang keterangan saksi dan Pasal 189 KUHAP tentang 
keterangan terdakwa Hakim harus cermat tidak bisa menerima 
begitu saja keterangan yang disampaikan para saksi atau para 
terdakwa, kemudian berdasarkan kasus tersebut diatas Hakim 
harus lebih menggali kebenaran materil terkait luka korban.  

2. Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Penyidik 
harus jujur, sabar dan tekun dalam melakukan penyelidikan dan 
penyidikan serta mengurangi penggunaan kekerasan saat proses 
pemeriksaan. Jaksa penuntut umum harus benar-benar 
memperhatikan berkas perkara dari Kepolisian dengan teliti dan 
cermat dalam membuat surat dakwaan terutama dalam 
menentukan Pasal yang akan didakwakan serta cermat dalam 
mengajukan alat bukti. Sebab ini akan menyangkut dengan nasib 
seseorang yang belum tentu dapat dinyatakan bersalah dan 
didakwa menjadi tersangka dengan tindak pidana pembunuhan. 
Serta sebaliknya yang bersalah harusnya dihukum mala 
dibebaskan.  
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah unsur-
unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu pada 
Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm dapat dibuktikan; (2) 
Menganalisis latar belakang terjadinya kasus penggunaan uang rupiah 
palsu dimasyarakat. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif kualitatif, 
jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data 
dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan 
teknik wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Kejaksaan Negeri Gowa, Akademisi Hukum Universitas Bosowa dan 
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari 
buku-buku, perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan 
dengan muatan penulisan skripsi ini. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Unsur-unsur tindak 
pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm yakni unsur setiap orang, mengedarkan 
dan/atau membelanjakan rupiah palsu, dan yang diketahuinya 
merupakan rupiah palsu berdasarkan alat bukti surat berupa surat 
dari Bank Indonesia No. 22/03/Mks/Srt/Rhs tanggal 3 Januari 2020 
serta kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa sehingga menghadirkan keyakinan hakim bahwa benar 
terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana penggunaan 
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mata uang rupiah palsu tersebut; (2) Latar belakang terjadinya kasus 
penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat seperti pada 
Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm disebabkan oleh faktor 
intelegensi dan faktor ekonomi terdakwa yang dengan sengaja 
membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah 
palsu pecahan Rp.100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) kepada tiga 
pedagang yang berbeda dengan hanya membeli barang yang memiliki 
harga murah sehingga uang kembalian yang didapatkannya relatif 
lebih banyak dan merupakan uang rupiah asli. Perbuatan terdakwa 
sejalan dengan teori terjadinya kejahatan yakni teori psikogenesis dan 
teori sosiogenis. 
 

Kata Kunci: Tindak Pidana, uang palsu, pertimbangan hakim. 

 

Pendahuluan 
Uang ialah sebuah alat yang digunakan di masing-masing negara 

sebagai alat pembayaran yang sah dalam menunjang kehidupan 
masyarakat serta menjadi penopang penting terhadap jalannya 
perekonomian sebuah negara. Oleh sebab itu, uang sepatutnya 
dipergunakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya serta wajib 
untuk dihargai sebagai salah satu identitas dan ciri khas bangsa. 
Termasuk didalamnya Mata Uang Rupiah yang merupakan mata uang 
resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Indonesia sendiri sebagai negara hukum menempatkan hukum 
sebagai dasar dalam menjalankan peraturan/norma yang kemudian 
dimuat dalam bentuk perundang-undangan, sehingga sebagai 
perwujudan atas kewajiban pemerintah dalam melindungi dan 
menjaga keutuhan mata uang rupiah, maka dibentuklah Undang-
Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dengan jelas 
mengatur regulasi tentang mata uang rupiah dan peredarannya di 
masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 
33 Ayat (1) dijelaskan “Bank Indonesia berwenang untuk menentukan 
keaslian Uang Rupiah”. 

Namun berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia, temuan 
uang rupiah palsu pada tahun 2020 berjumlah 193.948 kasus dimana 
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2.407 kasus diantaranya terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah 
satunya seperti pada kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm 
yang selanjutnya penulis angkat sebagai bahan penelitian proposal dan 
skripsi penulis. Kasus tersebut terjadi di pasar Minasa Maupa, 
Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 
Selatan, dimana wilayah Sungguminasa ini merupakan pusat 
perekonomian masyarakat kabupaten Gowa sehingga seringkali 
menjadi tempat terjadinya tindak pidana karena merupakan titik 
pertemuan masyarakat baik itu pedagang dan pekerja yang berasal 
dari berbagai macam lapisan masyarakat dari seluruh daerah di 
Kabupaten Gowa hingga lintas kabupaten dan kota di Sulawesi 
Selatan. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk 
mengetahui bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana 
penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm. (2) Untuk mengetahui latar belakang tindak 
pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm. 

 

Metode Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 
tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 
hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Untuk menganalisa 
permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil 
penelitian beserta analisanya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah 
yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan 
diambil suatu kesimpulan. Data yang digunakan adalah data primer 
berupa hasil wawancara dan observasi dan data sekunder berupa 
sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan 
yang di teliti. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi 
penelitian dilakukan di: (1) Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Kabupaten Gowa, (2) Kejaksaan Negeri Gowa, (3) Kantor 
akademisi/ahli hukum dan (4) Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan 

Mata Uang Rupiah Palsu Dalam Putusan Nomor 
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm. 

1. Posisi Kasus 
Kasus penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 

94/Pid.Sus/2020/PN Sgm berawal ketika seorang Ibu rumah tangga 
bernama Hermawati Binti Haedar yang lahir di Palopo, 16 Maret 1991 
dan beralamat di jl.Tidung 9 Stp 15 No.142 Makassar membelanjakan 
uang yang di duga merupakan uang rupiah palsu pada hari kamis, 
tanggal 26 Desember 2019 di Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompo 
Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-
Selatan. 

Hermawati Binti Haedar membeli 7 buah buras seharga 
Rp5.000.00. (lima ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan 
Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu penjual buras memberikan 
kembalian uang asli senilai Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu 
rupiah). Selanjutnya masih dengan uang pecahan Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah) yang ia temukan, dia lalu membeli 4 buah 
lengkuas seharga Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) dan dikembalikan 
uang asli oleh penjual lengkuas sebanyak Rp.95.000,00 (sembilan 
puluh lima ribu rupiah) yang dia simpan didalam dompet. Terakhir, 
Hermawati Binti Haedar kembali menggunakan uang rupiah palsu 
senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 2 buah 
sukun seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikembalikan 
uang asli oleh penjual sukun tersebut senilai Rp95.000,00 (sembilan 
puluh lima ribu rupiah) yang ia simpan di dalam dompet. Petugas 
keamanan yang curiga kemudian memeriksa Hermawati Binti Haedar 
dan ditemukan bahwa uang yang ia gunakan adalah diduga 
merupakan uang rupiah palsu sehingga langsung dibawa ke polsek 
somba opu untuk ditindak lanjuti. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 

Berdasarkan posisi kasus tersebut, penuntut umum mengajukan 
dakwaan alternatif dimana pada dakwaan primair, Hermawati Binti 
Haedar didakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah 
yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dan melanggar Pasal 36 
Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 
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tentang Mata Uang. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Hermawati 
Binti Haedar di dakwa menyimpan secara fisik uang yang 
diketahuinya merupakan rupiah palsu yang di atur dalam Pasal 36 
Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang. Kemudian dalam dakwaan lebih subsidair, ia di 
dakwa menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Jo.Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang RI 
No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 

Atas dasar dakwaan tersebut, Hermawati Binti Haedar selaku 
terdakwa dituntut agar dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan 
denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh majelis hakim, karena 
diduga telah sengaja membelanjakan uang rupiah palsu seperti yang 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat 
(3) Undang- Undang Rl No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang seperti 
pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. 

4. Putusan Hakim 
Setelah majelis hakim mendengarkan kesaksian para saksi dan 

keterangan terdakwa serta melihat alat-alat bukti serta fakta-fakta 
yang ada selama persidangan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa berkeyakinan bahwa terdakwa Hermawati Binti 
Haedar terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membelanjakan 
uang rupiah palsu yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 
Ayat (3) Undang- Undang Rl No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang 
sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana dengan 
pidana penjara selama 3 bulan 10 hari dan denda sejumlah 
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 
(lima belas) hari. 

5. Analsisis Penulis 
Sebelum menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana 

penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm, penulis terlebih dahulu menganalisis terkait 
aturan hukum yang menjadi landasan penuntut umum dalam 
menjatuhkan tuntutan yakni Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) 
Undang- Undang Rl No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. 
Sebagaimana bahwa peraturan mengenai mengedarkan dan/atau 
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membelanjakan uang rupiah palsu juga terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 245 yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau 
uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai 
mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, 
padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu 
diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun 
barang siapa ,enyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata 
uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk 
mengdearkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan 
tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun”. 

 

Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan 
asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali yang menyatakan bahwa 
hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum 
yang bersifat umum (lex generalis). Mengacu pada ketentuan asas 
tersebut, maka penulis sepakat dengan isi tuntutan penutut umum 
yang melihat bahwa ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai 
mata uang rupiah palsu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang sehingga ketentuan umumdalam Pasal 245 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang jugamengatur 
mengenai ketentuan mengedarkan dan/atau membelanjakan uang 
rupiah palsu dapat dikesampingkan sehingga dapat memenuhi asas 
Lex Spesialis Derogat Legi Generali tersebut. 

Dalam rangka menjawab apakah setiap unsur yang terdapat 
dalam kasus penggunaan mata uang rupiah palsu pada Putusan 
Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm yang dapat menentukan apakah 
putusan yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah sesuai dan 
terbukti, maka penulis mewawancarai Wahyudi Said selaku Hakim di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengemukakan bahwa: 

Dalam proses persidangan, penilaian kami sebagai hakim tidak 
lepas dari pembuktian yang meliputi unsur-unsur sebuah tindak 
pidana, tak terkecuali dalam kasus penggunaan uang rupiah palsu 
yang saudara angkat ini. Pembuktian yang saya maksud tentu saja 
mencakup semua alat-alat bukti, seperti bukti surat dari Bank 
Indonesia yang menerangkan bahwa memang benar uang yang 
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digunakan oleh terdakwaa untuk berbelanja di pasar Minasa Maupa 
adalah uang palsu, serta mendengar keterangan saksi-saksi yang 
dihadirkan tak terkecuali dari keterangan terdakwa sendiri. Hakim 
memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu sehingga dengan 
demikian, terdakwa perlu menerima hukuman sesuai dengan 
ketentuan undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. 

Bahwa Kami (hakim) dalam memutus suatu perkara tidak 
terikat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga untuk 
menentukan berat ringannya sebuah putusan, kami melihat fakta-
fakta hukum yang ada dipersidangan yang meliputi hal-hal yang 
meringankan dan hal- hal yang memberatkan terdakwa. 

Penulis sepakat atas pandangan hukum yang menjadi dasar 
keyakinan hakim dengan melihat bahwa dalam menjalankan aksinya, 
terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menyimpan lalu 
membelanjakan uang yang merupakan rupiah palsu tersebut di pasar 
Minasa Maupa dengan memisahkan uang asli terdakwa dan uang 
palsu yang digunakan dalam berbelanja di tiga pedagang yang berbeda. 

Menurut Andi Ichlazul Amal selaku Kepala Sub Seksi Pra 
Penuntutan Pada seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gowa, 
yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: Dari sistem 
pembuktian negatif yang dianut di negara Indonesia, kami sebagai 
penuntut umum wajib membuktikan dakwaan berdasarkan alat-alat 
bukti tadi (Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa). Alat-alat bukti itulah yang penuntut umum 
jadikan bahan untuk membentuk keyakinan hakim, karena di 
persidangan kasus penggunaan mata uang rupiah palsu ini 
menggunakan dakwaan subsideritas dan unsur- unsur yang ada 
seperti: 

1) Ada terdakwa. 
2) Ada bukti bahwa memang yang dibelanjakan terdakwa adalah uang 

palsu. 
3) keyakinan hakim bahwa si terdakwa mengetahui bahwa uang 

tersebut adalah uang palsu. Sehingga kita dapat menarik 
kesimpulan, unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang 
rupiah palsu ini terbukti menurut hukum. 
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Baso Madiong selaku akademisi hukum memberikan penjelasan 
mengenai kasus penggunaan uang rupiah palsu bahwa: 

Dalam menganalisis mengenai bagaimana unsur-unsur tindak 
pidana dalam putusan penggunaan uang rupiah palsu ini terbuti atau 
tidak, saudara harus memperhatikan juga bagaimana keterangan yang 
diberikan oleh terdakwa yang membelanjakan uang tersebut, apakah 
terdakwa memang betul mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan 
merupakan uang palsu atau sebaliknya,terdakwa tidak mengetahui 
bahwa uang tersebut palsu. Jika memang terbukti berdasarkan surat 
dari Bank Indonesia yang berwenang dalam memeriksa apakah uang 
yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah  palsu adanya, 
maka selanjutnya saudara perlu melihat keyakinan hakim yang 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sekalipun terdakwa mengaku 
bahwa ia tidak mengetahui bahwa uang tesrebut palsu, akan tetapi 
pasti dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa 
terdapat unsur kesengejaan dan juga melihat posisi kasus dan alat-alat 
bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum hingga terbukti bahwa 
unsur-unsur membelanjakan uang palsu memang terbukti5 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bersama 
beberapa narasumber di atas, maka penulis memperoleh data-data 
dalam menjawab rumusan masalah mengenai pembuktian unsur-
unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam 
Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm. Terdapat beberapa unsur 
dalam Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dibuktikan penuntut umum di 
muka pengadilan, diantaranya: 

1) Unsur Setiap Orang 
Penulis memahami bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 

adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum 
yang dapat di tuntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang 
dilakukannya dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yaitu 
ditujukan kepada terdakwa Hermawati Binti Haedar dalam perkara ini 
yang pada saat menjalankan tindak pidana tersebut, terdakwa telah 
berusia 28 Tahun dan sudah kawin, sehingga di nyatakan telah cakap 
hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain 

 
5 Wawancara 
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itu, terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan 
Penuntut umum dengan jelas, tegas dan sistematis sehingga dinilai 
sehat akalnya. Oleh karena itu, menurut penulis, unsur setiap orang 
telah terpenuhi dalam kasus penggunaan uang rupiah palsu ini. 

2) Unsur Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Palsu 
Penulis melihat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti 

surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukann oleh 
penuntut umum menunjukkan bahwa terdakwa telah membeli barang 
berupa 7 buah buras, 4 buah lengkuas, dan 2 buah sukun dengan 
menggunakan uang rupiah palsu pada hari Kamis tanggal, 26 
Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di Pasar Minasa Maupa, 
Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 
Dalam bukti surat dari Bank Indonesia No. 22/03/Mks/Srt/Rhs tanggal 
3 Januari 2020 perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan 
keasliannya yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan 
bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya adalah dinyatakan 
Tidak Asli/Palsu6. 

Unsur Yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu Penulis 
menilai bahwa terdakwa Hermawati Binti Haedar telah tau dan 
sepantasnya menduga bahwa ia membelanjakan rupiah yang 
diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal tersebut berdasarkan 
analisis penulis dimana terdakwa selalu menggunakan uang dengan 
pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu ketiga pedagang 
yang berbeda dengan membeli 7 buah buras seharga Rp.5.000.00 (lima 
ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu 
rupiah) lalu penjual buras memberikan kembalian uang asli senilai 
Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya masih 
dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang 
terdakwa temukan, ia lalu membeli 4 buah lengkuas seharga 
Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) dan dikembalikan uang asli oleh penjual 
lengkuas sebanyak Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) 
yang terdakwa simpan didalam dompet terdakwa. Terakhir, terdakwa 
kembali menggunakan uang rupiah palsu senilai Rp100.000,00 

 
6 Wawancara yang dilkasanakan melalui zoom pada tanggal 28 Oktober 2021 
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(seratus ribu rupiah) untuk membeli 2 buah sukun seharga 
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikembalikan uang asli oleh 
penjual sukun tersebut senilai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu 
rupiah) yang terdakwa simpan didompet terdakwa. Dengan demikian 
terdakwa telah menggunakannya untuk mencari keuntungan dengan 
cara melawan hukum karena patut diduga bahwa hal tersebut ia 
lakukan demi mendapat kembalian uang asli dan dapat menimbulkan 
kerugian bagi orang lain sehingga penyangkalan terdakwa bahwa ia 
tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu dapat 
dikesampingkan. 

Menurut penulis, unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata 
uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm 
dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi 
yaitu Wahyudin Dg. Ngitung Bin Dg. Mabe (pedagang sukun), Rangga 
F Alias Angga Bin Syamsu Alam (security pasar minasa maupa), dan 
Hariati Binti Dg. Marong (Peagang Lengkuas) serta keyakinan hakim 
bahwa unsur-unsur setiap orang, mengedarkan dan/atau 
membelanjakan rupiah palsu, dan yang diketahuinya merupakan 
Rupiah Palsu telah memenuhi syarat sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga keputusan yang di 
ambil menurut penulis telah mempertimbangakan seluruh unsur yang 
ada dan telah terbukti di pengadilan. 

Setelah menganalisis unsur-unsur tersebut serta pertimbangan 
majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Hermawati Binti 
Haedar bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan uang 
rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum 
dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 
10 (sepuluh) hari dan denda 
sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dalam hal ini 
penulis sepakat dengan apa yang menjadi putusan hakim tersebut, 
karena penulis melihat bahwa hakim telah mempertimbangkan 
keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan 
terdakwa. Dimana keadaan yang memberatkan adalah: 

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta keadaan yang 
meringankan yaitu: 

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
- Terdakwa belum pernah di hukum 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa 
hakim telah menghukum terdakwa dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum yang telah di timbang dan ditelaah dengan 
sebaik-baiknya sehingga mengahasilkan keyakinan dan keputusan 
hakim yang adil dan sah dimata hukum. 
 

B. Latar Belakang Terjadinya Kasus Penggunaan Mata 
Uang Rupiah Palsu di Masyarakat 
Dalam menjawab latar belakang terjadinya kasus penggunaan 

mata uang rupiah palsu di masyarakat, penulis telah menganalisis 
kasus penggunaan uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm berdasarkan beberapa teori penyebab 
terjadinya kejahatan sebagai berikut7: 

1. Teori Biologis 
Berdasarkan teori biologis ini, penyimpangan tingkah laku 

seseorang dapat disebabkan melalui gen dan keturunan. Pewarisan 
tipe-tipe kecenderungan abnormal juga dapat menimbulkan tingkah 
laku yang meyimpang dan sosiopatik5. Dalam kaitannya terhadap latar 
belakang kasus penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat, 
terkhusus terhadap kasus penggunaan mata uang rupiah palsu dalam 
Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm dengan terdakwa 
Hermawati Binti Haedar yang penulis teliti, penulis melaksanakan 
wawancara kepada salah satu dosen bidang biopsikologi di fakultas 
Psikologi Universitas Bosowa atas nama Tarmizi Thalib (wawancara 
10 Desember 2021) yang mengemukakan bahwa: 

Adanya faktor biologis dari seorang pelaku dinilai dari bagaimana 
gen yang diturunkan oleh orang tua sehingga mempengaruhi tingkat 
kecerdasan yang berdampak kepada bagaimana seorang pelaku 
mengambil keputusan dalam melakukan tindak kejahatan. Namun, 
dalam hal ini, faktor gen dari teori biologis tidak bisa dijadikan 
faktor utama yang menyebabkan tindak kejahatan karena memiliki 
kekuatan yang relatif rendah. Gen dari orang tua yang menyimpang 
sekalipun, masih dapat menghasilkan keturunan yang taat hukum 

 
7 Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang 

Grafika, Yogyakarta, hlm.73 
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yang didapatkan dari faktor pendidikan atau faktor ekonomi anak 
tersebut” 

Penulis kemudian menganalisis bahwa teori biologis memang 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan. Namun dalam kasus ini, dapat diduga adanya faktor lain 
yang lebih kuat dalam mempengaruhi tindakan pelaku. Hal ini karena 
penulis menilai bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak 
pidana dan tidak ada fakta yang terungkap bahwa terdakwa memiliki 
penyimpangan tingkah laku dan kelainan kepribadian di masyarakat. 
Terdakwa juga dinilai sehat akalnya dan dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. 

2. Teori Psikogenesis 
Teori psikogensesis ini merupakan reaksi seorang pelaku tindak 

pidana yang timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, 
motivasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang 
kontroversial dan kecenderungan psikopatologis8. Jika melihat kasus 
penggunaan mata uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Hermawati 
Binti Haedar, penulis menilai dilakukannya tindak pidana ini 
disebabkan oleh faktor intelegensi atau pengetahuan terdakwa 
terhadap uang rupiah palsu yang ditemukannya dan direalisasikan 
pada saat terdakwa merahasiakan telah menemukan uang  tersebut 
di toilet umum lalu mengelabui pedagang-pedagang yang ada di Pasar 
Miansa Maupa dengan membelanjakan uang rupiah palsu senilai 
Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) terhadap barang dagangan yang 
memiliki harga rendah untuk mendapatkan uang asli dari kembalian 
barang dagangan tersebut. 

3. Teori Sosiogenis 
Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan 
keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta 
penemuan teknologi97. Penulis menilai bahwa teori sosiogenis ini juga 
dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
penggunaan uang rupiah palsu di masyarakat khususnya dalam kasus 

 
8 Ibid 
9 Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, 

hlm.121 
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penggunaan uang rupiah palsu oleh terdakwa Hermawati Binti 
Haedar. 

Penulis menilai bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang 
mendorong terjadinya tindak pidana penggunaan uang rupiah palsu 
oleh terdakwa Hermawati Binti Haedar dengan adanya kesempatan 
terdakwa yang dibarengi dengan aspek-aspek pendukung, mulai dari 
terciptanya kesempatan saat terdakwa menemukan uang palsu 
tersebut seorang diri dan ketidak tahuan 
pedagang dalam melihat keaslian uang rupiah yang diberikan oleh 
terdakwa. Hal-hal yang mendukung terebut menjadikan terdakwa 
memiliki niat untuk menjalankan aksinya secara berturut-turut 
kepedagang yang berbeda agar perekonomian terdakwa tetap 
bertambah tanpa mengurangi uang asli yang terdakwa miliki. 

4. Teori Subkultural Delikuensi 
Berdasarkan teori ini, tindak pidana terjadi karena sifat-sifat 

struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan 
masyarakat yang dialami oleh pelaku tindak pidana 10 . Menurut 
penulis, walaupun teori ini memang banyak menjadi faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana, namun dalam kasus penggunaan uang 
rupiah palsu ini, penulis tidak melihat adanya alasan terdakwa 
membelanjakan uang rupiah palsu tersebut karena faktor 
ketimpangan lingkungan sosial dan kumuhnya kondisi fisik kampung 
serta padatnya populasi masyarakat dikawasan terdakwa tinggal, 
melainkan tindak pidana ini terjadi karena berdasarkan niat pribadi 
Hermawati Binti Haedar yang memanfaatkan kesempatan yang ada 
untuk mengelabui pedagang dengan membelanjakan rupiah palsu 
yang terdakwa temukan di salah satu toilet Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sidrap. 

Menurut Andi Ichlazul Amal selaku penuntut umum di Kejaksaan 
Negeri Gowa (wawancara 28 Agustus 2021) bahwa: 

Terjadinya tindak pidana penggunaan uang rupiah palsu di 
masyarakat terkhusus di Kabupaten Gowa ini dapat disebabkan selain 
dari kesempatan dan niat pelaku, juga karena kurangnya kesadaran 
masyarakat akan hukum dan kurangnya informasi dan sosialisasi 

 
10 ibid,hlm.121 
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mengenai keaslian rupiah dari pihak penegak hukum dan pemerintah. 
Kejaksaan kedepan akan lebih giat dalam mensosialisasikan 
pentingnya menghormati rupiah dengan memasukkan materi uang 
rupiah kedalam kegiatan kejaksaan bertajuk “Jaksa masuk sekolah” 
yang berfokus pada anak-anak sekolah sebagai generasi penerus 
bangsa yang akan memegang peranan penting dikehidupan 
masyarakat kedepannnya. 

Wahyudi Said selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
(wawancara 4 Agustus 2021) menyatakan bahwa: 

Jika melihat dari kasus penggunaan uang rupiah palsu ini, hakim 
menilai bahwa faktor ekonomi dan kurangnya rasa hormat seseorang 
warga negara terhadap rupiah yang merupakan ciri khas dan salah satu 
identitas bangsa Indonesia yang menyebabkan terjadinya penggunaan 
uang rupiah palsu di masyarakat. Selain itu saat ini masyarakat di 
hadapkan dengan semakin mudahnya mendapatkan akses untuk 
melakukan tindak pidana. 

Dari keterangan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
selain aspek ekonomi, aspek rendahnya pengetahuan masyarakat 
terhadap beredarnya uang rupiah palsu serta mudahnya pelaku tindak 
pidana mendapatkan akses untuk membelanjakan rupiah palsu 
merupakan aspek yang paling banyak menjadi alasan dari seorang 
terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan terkhusus di Kabupaten 
Gowa. Berdasarkan keyakinan hakim yang melihat adanya perbuatan 
yang dengan sengaja membelanjakan uang rupiah palsu tersebut, maka 
penulis menilai bahwa terdakwa dengan sengaja merugikan orang lain 
untuk kepentingannya sendiri agar dapat menikmati hasil dari uang 
rupiah palsu tanpa membelanjakan uang asli yang terdakwa punya. 

Berdasarkan pada teori psikogenesis dan teori sosiogenis, penulis 
menilai bahwa tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu 
dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm adalah perwujudan 
dari intelegensi (pengetahuan) dan ekonomi terdakwa yang 
mendukung terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggunaan 
mata uang rupiah palsu. Selain itu, penulis juga sepakat dengan 
keterangan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang penulis 
wawancarai bahwa penggunaan mata uang rupiah palsu ini juga 
dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta 
kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai keaslian rupiah dari 
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pihak penegak hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, penulis 
menganalisis bahwa teori-teori dan keterangan dari para pihak yang 
berwenang tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya tindak 
pidana penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat terkhusus 
dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm oleh terdakwa 
Hermawati Binti Haedar. 
 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 

1. Pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana dalam kasus penggunaan 
uang rupiah palsu pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm 
ini meliputi alat bukti surat berupa Surat dari Bank Indonesia 
No.22/03/Mks/Srt/Rhs tertanggal 3 Januari 2020 perihal hasil 
penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dimana hasil 
pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh uang yang diragukan 
keasliannya adalah dinyatakan tidak asli/palsu serta keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa, maka penulis sepakat dengan 
keputusan hakim yang menilai bahwa unsur setiap orang, 
mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu, dan yang 
diketahuinya merupakan rupiah palsu dapat terbukti secara sah 
dan meyakinkan di muka pengadilan. 

2. Latar belakang terjadinya kasus penggunaan mata uang rupiah palsu 
di masyarakat seperti pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm 
disebabkan oleh faktor intelegensi dan faktor ekonomi terdakwa yang 
dengan sengaja membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya 
merupakan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00.- (Seratus ribu 
rupiah) kepada tiga pedagang yang berbeda dengan hanya membeli 
barang yang memiliki harga murah sehingga uang kembalian yang 
didapatkannya relatif lebih banyak dan merupakan uang rupiah asli. 
Perbuatan terdakwa sejalan dengan teori terjadinya kejahatan yakni 
teori psikogenesis dan teori sosiogenis. 
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ABSTRAK 
 

 
Ramli, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan 

Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi 
Elektronik Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan 
No.698/Pid.sus/2020/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan Abd. Haris Hamid 
selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui dan 
menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan 
kerugian Bagi Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penerapan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan 
melalui media elektronik dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan No. 
689/Pid.sus/2020/PN.Mks. 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. 
Demi mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh 
disajikan secara deskriptif. Dalil-dalil penulis deskripsikan secara 
demonstratif argumentatif dengan merujuk kepada teori-teori hukum 
pidana yang relevan dengan konteks. 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum 
pidana pada putusan Nomor 689/Pid.sus/2020/PN.Mks kurang tepat. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, ITE 
 
Pendahuluan 

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
khususnya media online, dirasakan sangat memberikan banyak 
manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi 
keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Sebagai contoh sederhana, 
media online digunakan sebagai sarana pendukung dalam pemesanan 
tiket, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, jual beli dan lain 
sebagainya yang telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman 
dalam menjalankan aktivitasnya. 

Perdagangan secara online memiliki dampak positif pada 
pemenuhan kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan 
secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, yang 
berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan 
setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka 
antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut 
atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli 
yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. 
Selain bedampak positif, perkembangan teknologi informasi dan 
komukasi juga memiliki dampak yang negatif yaitu membuka cela bagi 
pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak 
kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain salah satunya 
yakni penipuan online. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang 
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan 
manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 
mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. 
Perkembangan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur 
yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi 
masyarakat. Heideggar berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat 
dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain 
teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada 
dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 
tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan 
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layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan 
keefektivitasan kerja. 

Aparat penegak hukum adalah pihak yang membuat dan 
menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum 
adalah mentalitas atau karakter aparat penegak hukum itu sendiri11. 1 
Hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan secara online 
(cybercrime) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang perbuhan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE). Perlu 
diketahui sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang yang 
paling sering digunakan ketika terjadi cybercrime adalah aturan hukum 
positif (KUHP dan KUHAP). Untuk mengelaborasi cybercrime dalam 
konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur 
pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar 
yang menunjukkan kondisi sistem informasi. 

Perlunya pengawasan dilakukan, karena dengan pengawasan 
tersebut kegiatan usaha dari pelaku usaha, maka kualitas produk yang 
dihasilkan diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian, maka 
konsumen dapat lebih aman dan nyaman memakainya. Begitupun 
sebaliknya, mengabaikan atau kecenderungan membelakangi aturan 
hukum, etika serta moral akan menimbulkan kerugian dan keresahan 
sosial12. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara 
khusus diatur dalam dalam UU ITE tentang Perubahan Atas Undang-
Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya 
tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang 
hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum 
dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih kabur 
untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal 
ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai 
bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi 
pengertian dari spamming itu sendiri. 

 
11 Zubaidah, S., & Mansyur, N. Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law 

Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes 
Makassar). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 4(2), 166-174, 2019, Hlm. 
172 

12 Abd, Haris hamid. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: Saha 
Media, 2017 Cetakan 1. Hlm 9 
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Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam 
percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan 
batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang 
perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang- 
Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dalam (UUPK) yakni 13 : Konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemuakakan 
unsur-unsur definisi konsumen14: 

a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti 
setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau 
jasa. 

b. Pemakai sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata 
“pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir 
(ultimate consumer). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini 
digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan 
suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari 
transaksi jual beli. 

c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau 
jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata 
produk. 

d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran 
(lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). 

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk 
hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan 
diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. 

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan 
Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya 
konsumen akhir. 

 
 

 
13 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam 

Pasal 1 angka (2) 
14 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, sinar grafik, 

Jakarta, 2008, h. 27 
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Beranjak dari segala permasalahan di atas, maka penulis 
melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan judul 
“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang 
Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi 
Elektronik Di Kota Makassar Putusan No. 
698/Pid.sus/2020/PN.Mks) 
 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka 

dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 

pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang 
Mengakibatkan kerugian Bagi Konsumen dalam perkara 
putusan No. 698/Pid.sus/2020/PN.Mks) ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 
698/Pid.sus/2020/PN.Mks) ? 

 

C. Tinjauan Pustaka 
Penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat, 

perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud 
untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan 
dirinya atau kelompok. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya 
cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali, atau mencari untung15. 

Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat 
dari segi hukum sampai saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan 
dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP 
bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan 
unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai 
penipuan dan pelakunya dapat dipidana. 

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 
terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni 
menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut 
pengertian yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa 
tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak 
jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 

 
15 Josua Sitompul, Op.cit, hal. 188. 
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menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti 
proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Penipuan 
menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barangsiapa dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri tau orang lain atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, 
atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam 
karena penipuan engan pidana penjara paling lama empat tahun. 

Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 
2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan 
orang yang tertipu. Penipuan merupakan suatu perbuatan atau 
membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan 
maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk 
kepentingan dirinya atau kelompok. 

Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, 
atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, 
mengakali, atau mencari untung. 5Menurut pengertian yuridis 
penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini 
belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan 
dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk 
menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan 
sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. 

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu 
barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai 
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan engan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana 
penipuan online harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan 
tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang 
sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan 
tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 
KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari 
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tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan 
Pasal 378 KUHP, yaitu: 

1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam 
melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media 
elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP. 

2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan 
konvensional dengan penipuan online. 

3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat 
membebankan pertanggungjawaban pidana pada subyek 
hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang 
melakukan tindak pidana penipuan online. 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak 
pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. 
Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak 
pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan 
tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam 
transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian 
tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa 
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam Transaksi Elektronik.”Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) 
UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana 
penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan 
memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media 
elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE16. 

Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 
KUHP dilihat dari unsur- unsur yang mengatur perbuatan terhadap 
Pasal tersebut. Unsur- unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU 
ITE, yaitu: 

1) Unsur Obyektif 
a) Perbuatan menyebarkan 
b) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan. 

 
16 Sigid Suseno, Op.cit, hal. 171. 
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c) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya 
yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

2) Unsur subyektif : 
a) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan 

perbuatan menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik. 

b) Melawan hukum tanpa hak 
 

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut 
adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan 
kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan 
pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 
378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, 
dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku 
penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut 
dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian 
bagi orang lain. 

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) 
UU ITE dan Pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. 
Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU 
ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua 
tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat 
mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan 
menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang 
melakukan transaksi komersial secara elektronik.Perdagangan secara 
elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat.Idealnya, 
transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang 
bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila 
para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan 
pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung 
sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu 
membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan 
melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian 
hari.Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
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bertransaksi.Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan 
pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh 
para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan.Hal ini menjadi 
ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan 
oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan. 

 
D. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut UU 

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
1. Pengertian Konsumen 
Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam 

percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan 
batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang 
perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” 
yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang 
perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-
undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang 
perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut UUPK Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni: 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemuakakan 
unsurunsur definisi konsumen17: 
a) Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap 

orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Mamun 
istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual 
yang lzim disebut natuurlijke person atau termasuk bahan hukum 
(rechtspersoon). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga 
bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum. 

b) Pemakai Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) Undang-undang 
perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen 
adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata “pemakai” 
dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau 

 
17  Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, sinar grafik, 

Jakarta, 2008, h. 27. 
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menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta 
merta hasil dari transaksi jual beli. 

c) Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, 
sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini 
“produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang 
perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, 
baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang 
dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen. 

d) Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran 
(lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam 
perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi 
dituntut oleh masyarakat konsumen. 

e) Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup 
lain Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang 
lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan 
bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa 
itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan 
kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti 
hewan dan tumbuhan. 

f) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian 
konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. 
Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan 
konsumen di berbagai Negara. 
 

2. Pengertian Pelaku Usaha 
Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK tentang Perlindungan 

Konsumen adalah Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi. 
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Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 
termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koprasi, 
impotir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku 
usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas 
sekali karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, 
melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para 
impotir. Selesai itujuga para pelaku usaha periklanan meskipun secara 
prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan distributor berbeda, namun 
undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berberbagai larangan yang 
dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat 
terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan 
oleh masing-masing selaku usaha terhadap para konsumen yang 
mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. 

Berdasarkan directive pengertian produsen atau pelaku usaha 
meliputi18. 

a) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 
manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala 
kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke 
masyarakat, termasuk bilakerugian timbul akibat cacatnya 
barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya. 

b) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk 
c) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, mereka ataupun 

tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai 
produsen dari suatu barang. 
 

3. Perbuatan yang dilarang oleh Pelaku Usaha 
Terdapat beberapa larangan bagi pelaku usaha dalam 

memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Perbuatan 
yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga 
Pasal 17 UUPK tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan 
tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Beberapa larangan 
bagi pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 
18 Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar 

Grafika, Jakarta, h.41 
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a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mem-
perdagangkan barang dan/atau jasa yang : 

i. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan 
dalam label atau etiket barang tersebut. 

ii. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan 
jumlah qdalah hitungan menurut ukuran sebenarnya. 

iii. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket 
atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

iv. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut. 

v. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang 
dan/atau jasa tersebut. 

vi. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka 
waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas 
barang tertentu. 

vii. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam 
label. 

viii. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang 
yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau 
netto, komposisi, ukuran pakai, tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta 
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 
ketentuan harus dipasang/dibuat. 

ix. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk 
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi 
secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 
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tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 
d) Pelaku usaha juga dilarang menawarkan, memproduksi, 

dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak 
benar dan/atau seolah-olah : 
i. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki 

potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, 
gaya mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah 
atau guna tertentu. 

ii. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. 
iii. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan 

dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan 
tertentu, keuntungan tertentu, ciri- ciri kerja atau 
aksesori tertentu. 

iv. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan 
yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. 

v. barang dan/atau jasa tersebut tersedia. 
vi. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 
vii. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang 

tertentu. 
viii. barang tersebut berasal dari daerah tertentu. 
ix. secara langsung atau tidak langsung merendahkan 

barang dan/atau jasa lain. 
x. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, 

tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek 
samping tampak keterangan yang lengkap. 

xi. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum 
pasti. 

 

4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar 
Ketentuan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 

Ketentuan pemidanaan dalam UUPK Tentang Perlindungan 
Konsumen diatur dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63. 
Pasal 62 UUPK Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: 
(1) Pelaku melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) , dan Pasal 18 dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14,Pasal 
16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ) 

 

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian luka berat, 
sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana 
yang berlaku. 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis, yang 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini 
dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Kota Makassar dan 
Polrestabes Makassar adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut 
karena data penelitian berkaitan dengan instansi tersebut. 

Berdasarkan jenis penelitian ini yang menggunakan metode 
penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan 
adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan 
tersier. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan 
untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan isi 
atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 
permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak 

Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang 
Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Dalam Perkara 
Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN.Mks. 

Terdakwa AS KAUTZAR Alias CUCANG Bin SALMAN, pada hari 
Selasa tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak- 
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari yang termasuk 
dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Landaung Kelurahan 
Pangkajenne Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
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hukum Pengadilan Negeri Sidrap, namun tempat kediaman sebagian 
saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari 
pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya 
tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat 2 KUHAP) Pengadilan 
Negeri Makassar berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektorinik. 

Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita 
bertempat di rumah lelaki Hendrik di Jalan Landaung Kelurahan 
Pangkajenne Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, terdakwa 
menerima chatting/pesan melalui Akun Whatsaap yang terdakwa 
gunakan dengan Nomor kontak 082223946037 dari korban lelaki MUH. 
RAMADAN HAMZAH yang tertarik memesan camera jenis Cannon 
1300D, yang mana pada saat itu terdakwa berikan harga sebesar Rp. 
1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 
120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa 
mengirimkan chat whatsaap format pemesanan barang yang harus diisi 
oleh korban berupa identitas dan alamat untuk meyakinkan korban, 
selanjutnya terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan 
pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama ASEP 
SUPRIADI, sehingga pada hari itu juga korban mentransfer uang ke 
rekening BRI atas nama ASEP SUPRIADI dengan total Rp. 2.020.000.- 
(dua juta dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) 
unit camera jenis Cannon 1300D beserta ongkos pengiriman namun 
terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut. 

Dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum 
yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Berdasarkan Pasal 143 
ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
disebutkan bahwa syarat formil suatu dakwaan meliputi: 
a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut 

umum pembuat surat dakwaan; 
b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa 

yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal, agama dan pekerjaan; Sementara syarat materiil suatu 
dakwaan antara lain: 
a) Tindak pidana yang dilakukan; 
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b) Siapa yang melakukan tindak pidana; 
c) Dimana tindak pidana dilakukan; 
d) Kapan tindak pidana dilakukan; 
e) Bagaimana tindak pidana dilakukan; 
f) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik 

materiil); 
g) Akibat yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana 

tersebut (delik-delik tertentu); 
h) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. 

 

Kasus perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik 
dengan nomor register perkara : 698/Pid.sus/2020/PN.Mks yang 
dilakukan oleh terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum yakni sebagai berikut: 

Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, 
tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008, tentang ITE 
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. Setiap Orang; 
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak; 
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; 
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik; 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui 
Transaksi Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Bagi 
Konsumen Dalam Putusan No 698/Pid.sus/2020/PN.Mks. 

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim 
dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-
pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang 
diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas 
keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim 
yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan 
mempunyai pertimbangan berbeda-beda. Terdapat 2 (dua) kategori 
pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu 
pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim 
yang bersifat non yuridis 
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a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang 
bersifat yuridis tersebut diantaranya: 

- Dakwaan Penuntut Umum, 
- Tuntutan Pidana, 
- Keterangan Saksi, 
- Keterangan Terdakwa, 
- Barang Bukti, 
- Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang 
perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim 
haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana 
atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya. 

c. Pertimbangan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, hasil penelusuran Tim Cyber Crime, Sidrap 
merupakan daerah dengan tingkat kejahatan dunia maya yang 
paling mendominasi. Modus penipuannya beragam. Mulai 
pencatutan institusi negara, lembaga keuangan swasta, hingga 
oknum-oknum pejabat. 
 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah: 

a. Hal-hal yang memberatkan 
- Sifat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-

cara yang profesional yang tujuannya untuk mencari 
keuntungan; 

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUH. RAMADAN 
HAMZAH sebagai konsumen menderita kerugian sebesar 
dengan total Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah). 

b. Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa besikap sopan selama persidangan ; 
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatan tersebut. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka 
menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan 
kepada terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A 
ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan 
atas Undang-Undang RI No. 11/2008, tentang ITE dengan unsur sebagai 
berikut: 

1. Setiap Orang 
Dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan As Kautzar 

Alias Cucang Bin Salman selaku terdakwa dan Berdasarkan keterangan 
saksi-saksi bahwa benar yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah As 
Kautzar Alias Cucang Bin Salman serta terdakwa sendiri telah 
membenarkan identitas lengkapnya tersebut, sehingga dalam persidangan 
majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in 
person. 

2. Dengan Sengaja dan tanpa hak 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa 

benar terdakwa berasama lelaki HENDRIK (DPO) membuat Akun 
Instagram dengan nama Akun CAMERA INDO_ID kemudian lelaki 
Hendrik memuat/menggugah pada Akun Instagram tersebut foto-foto 
yang digunakan untuk diiklamkan, dimana foto-foto camera tersebut 
didapatkan di Google lalu didownload sehingga dapat dilihat oleh orang 
banyak pengguna Instragram dan pada Akun Instagram lelaki Hendrik 
juga dituliskan Caption” Bagi Anda yang ingin cari kamera dengan harga 
murah, silahkan berkunjung ke Toko kami @ Toko Camera Store, bagi 
anda yang diluar Kota barang bisa kami kirim via JNE “ juga tulisan untuk 
info pemesanan atau info lebih lanjut silahkan Whatsaap Admin kami 
dengan Nomor 082223946037, dan adapun tujuan dari foto-foto serta 
caption tersebut agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk memesan 
kamera yang diiklankan, sedangkan untuk Akun Whatsaap dengan nomor 
082223946037 sengaja dibuat sebagai media untuk menerima chatting/ 
pesan dari calon korban via medsos Whatsapp. 

3. Menyebar Berita Bohong 
Yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah 

menyebarkan berita atau informasi salah atau berita yang tidak sesuai 
dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan yang dimaksud dengan 
menyesatkan adalah berita atau indormasi tersebut menyebabkan 
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seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru .dalam rumusan unsur 
menggunakan kata “dan”, artinya bahwa dalam unsur ini bersifat 
kumulatif sehingga kedua perbutan tersebut harus terpenuhi. 

4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 
Yang dimaksud dengan mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik adalah perbutan ini mensyaratkan adanya 
berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu 
kerugian terhadap konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan 
pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi 
elektronik. berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur 
kedua dan ketiga tersebut di atas bahwa benar akibat perbuatan 
terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.020.000,- 
(dua juta dua puluh ribu rupiah). 

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “ setiap orang tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam perkara ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ancaman pidana 
dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, 
tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, 
Subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan denda sebesar Rp 500,000 (lima 
ratus ribu rupiah). 

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada 
terdakwa kurang tepat, melihat saat ini kejahatan-kejahatan melalui 
media sosial sudah sering terjadi dan mudah dilakukan maka 
perkembangan kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik 
lainnya sangat pesat dan sering dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu 
hukuman yang diberikan kepada terdakwa kurang memberikan efek jera 
disamping itu Majelis Hakim juga kurang memperhatikan sanksi pidana 
yang diatur dalam Pasal 62 UUPK Tentang Perlindungan Konsumen yang 
mengatur sanksi pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan 
denda Rp. 2.000.000.000,00, seharusnya hakim dalam memutus perkara 
tersebut memasukkan ancaman pidana dalam Undang-Undang Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku telah 
mengakibatkan kerugian terhadap korban sebagai konsumen yang telah 
diatur jelas dalam Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 



88 | Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif   

Kesimpulan 
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) yang pada umunya kasus penipuan. Pasal 
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 
28 ayat 1 UU RI No.19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-
Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 
378 KUHP telah terpenuhi unsur-unsurnya didasarkan pada fakta hukum 
baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun 
alat-alat bukti. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara putusan Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks telah 
sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi- saksi, 
keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan- 
pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan hal-
hal yang memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan 
hakim. Namun menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 
terdakwa kurang memberikan efek jera karena kejahatan yang dilakukan 
oleh terdakwa melalui Transaksi Elektronik sangat mudah dilakukan dan 
perkembangannya yang sangat pesat melalui SMS, Internet, dan media 
elektronik lainnya. 
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ABSTRAK 

 
Muh Firmansyah MR, Analisis kriminologi tindak pidana 

perkelahian tanding di Kota Makassar, Dibimbing Oleh Marwan Mas dan 
Siti Zubaidah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Faktor yang 
menyebabkan terjadinya perkelahian tanding secara ilegal; 2). Upaya 
apakah yang dikalukan untuk mencegah terjadinya perkelahian tanding 
secara ilegal.  

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian empiris dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah 
data premier dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar, 
orang yang mengadakan Perkelahian tanding, dan para petarung yang 
mengikuti ajang perkelahian tanding. Penelitian tindak pidana 
perkelahian tanding ini mengambil referensi hukum yang terkait dengan 
kasus tersebut.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini faktor 
yang menjadi penyebab seseorang mengikuti perkelahian tanding yaitu: 1) 
Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengikuti perkelahian 
tanding secara ilegal yaitu dikarenakan faktor ekonomi banyaknya 
petarung mendaftar yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan atau 
penghasilan harian mereka, apalagi ditengah wabah Covid-19 saat ini. Dan 
faktor lingkungan, seseorang bisa saja mengikuti pertarungan tanding 

mailto:firmansyah8291@gmail.com
mailto:marwanmasna@gmail.com
mailto:zubaidahjalal@gmail.com
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dikarnakan perilaku jahat yang timbul atau dibentuk oleh lingkungan 
yang buruk. 2)Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
perkelahian tanding dari pihak kepolisan yaitu upaya preventif dan upaya 
refresif. Upaya-upaya telah dilakukan untuk menanggulangi fenomena 
perkelahian tanding di makassar adalah memberikan sosialisasi yang 
dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya 
yang ditimbulkan akibat perkelahian tanding, melakukan pencegahan dan 
pengawasan rutin untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
masyarakat, penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, dan berusaha 
memfasilitasi bakat dan minat para pelaku perkelahian tanding kearah 
lebih positif. 

 
Kata Kunci: Tindak Pidana, Perkelahian Tanding, Sanksi Pidana 
 

ABSTRACT 
Muh Firmansyah MR, Criminological analysis of the crime of duel 

fights in Makassar City, Supervised by Marwan Mas and Siti Zubaidah. 
This study aims to find out: 1) the factors that cause illegal fights to 

occur; 2) What efforts are being made to prevent illegal sparring from 
occurring. 

This research method is an empirical research method using a 
qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary 
data. The data collection technique was carried out by interviewing the 
Makassar polrestabes police, the people who held the duel fights, and the 
fighters who took part in the duel fights. This research on the crime of 
fighting fights takes legal references related to the case. 

The results of this study indicate that in this case the factors that 
cause someone to take part in a duel fight are: 1) The factors that cause 
someone to take part in a duel illegally are due to economic factors, the 
number of fighters registering caused by their lack of income or daily 
income, especially in the middle the current Covid-19 outbreak. And 
environmental factors, a person may take part in a duel due to bad behavior 
that arises or is formed by a bad environment. 2) Efforts are made to prevent 
a fight from the police, namely preventive efforts and repressive efforts. 
Efforts have been made to overcome the phenomenon of duel fights in 
Makassar, namely providing socialization carried out by the police to the 
public about the dangers caused by duels, conducting prevention and 
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routine supervision to monitor activities carried out by the community, law 
enforcement in case of violations. , and trying to facilitate the talents and 
interests of the perpetrators of the duel in a more positive direction 
 
Keywords : Criminal Acts, Sparring Fights, Criminal Sanctions 
 
PENDAHULUAN 

PerkelahianGtanding atau biasaHdisebut denganGkata “duel” 
adalah perkelahianGsatu lawanGsatu yang diawali denganGseseorang 
yang menantang untuk berkelahi, untuk tempat, waktu, saksi, dan 
ketentuanGyang digunakanGditentukanGdi kemudian. PerkelahianGdi 
sini adalah perkelahianGyang dilakukanGsecara teratur denganGpihak 
lawanGyang diajaknya dan jika terjadi suatu perkelahianGtidak 
memenuhi ketentuanGatau unsur tersebut bukanlah perkelahianGyang 
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VI 
PerkelahianGTanding. 
 PerkelahianGtanding jalanan atau yang biasa disebut sebagai 
MakassarTStreet Fight (Petarung Jalanan Makassar) seringkali terjadi 
secara illegal di Kota Makassar, di perkelahian tanding seni bela diri 
campuran iniGtidak digelar secara resmi diatas ring, melainkan dilokasi 
umum, seperti yang terjadi di Jln. Garuda Makassar dan area parkiran 
Pasar Sentral Makassar pada akhir bulan Juli 2021. 

PermasalahanGini bukanlah fenomenaLbaru di beberapa 
kotaKbesar diKIndonesia, termasuk KotaKMakassar. PelakunyaHmulai 
dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup 
berdampinganGdalam suatu wilayah tertentu. Perkelahian tanding ilegal 
tersebut dapat membahayakan bagi peserta karena tentu saja dapat 
menimbulkan tidak hanya korban jiwa tetapi juga kerugian materi 
maupunGnon materi. Dalam kasus perkelahian tanding ini juga dapat 
menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga 
masyarakat disekitar lokasi berlangsungnya perkelahian tanding. 

Tindakan perkelahian tanding yang dilakukan secara ilegal dapat 
dijerat pidana bagi para pelakunya sebagaimana yang sudah diatur dalam 
Pasal 182 KitabBUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VI tentang 
perkelahian tanding yang berbunyi: 
Dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, diancam: 
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1. Barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau 
menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu 
mengakibatkan perkelahian tanding; 

2. Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu 
mengakibatkan perkelahian tanding.19 

 

Perbuatan perkelahian tanding ilegal merupakan suatu penyakit 
sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara 
penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus 
kejahatan atau perbuatan kriminal ialah hal tidak mungkin, tetapi tentu 
saja terdapat cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). 
Faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian secara ilegal; 2). Upaya 
yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian tanding secara 
ilegal. 
 

1. METODOLOGI PENELITIAN 
DalamMmenganalisis data, penelitianIGini menggunakan 

metodeEkualitatif. Peneliti melakukan kegiatan penelitian pengumpulan 
dataAmelalui metodeEkajian pustaka, dokumentasi, dan wawancara 
untuk menjawab pertanyaan terkait fenomena yang terjadi di lapangan, 
sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe 
penelitian ini adalah normatifEempiris. Penelitian hukum normatif-
empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan 
adanya penambahan dari unsurEempiris. Lokasi dari penelitian ini adalah 
Kota Makassar. Dalam melakukanWwawancara, beberapa pihak yang 
menjadi partisipan antara lain: (1) Penyidik Polrestabes Makassar; (2) 
Petarung Makassar Street Fighter; (3) dan Penyelenggara Makassar 
Street Fighter. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor- Faktor Yang Menjadi Penyebab Seseorang Mengikuti 

Perkelahian Tanding 
KrisisEmoral yang terjadi menyebabkan banyaknya 

masalahAhukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat Kepolisian. 
Salah satunya adalah perkelahian tanding yang terjadi dikota Makassar. 

 
19 Tim Pustaka Buana, Kitab Lengkap KUHPerdata KUHAPerdata KUHP KUHAP, (Pustaka Buana: 
Bandung, 2016), Hlm.684 
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Olehnya itu perlu dimengerti bahwa seseorang dalam melakukan sebuah 
perkelahian tanding tidak lepas dari berbagai macam faktor, mulai dari 
faktor lingkungan, Biologis bahkan sampai faktor ekonomi.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit IV JATANRAS 
POLRESTABES Makassar Aiptu Abdul Kadir pada tanggal 14 Januari 
2022 mengatakan bahwa penyebab seseorang mengikuti perkelahian 
tanding tersebut dikarenakan para petarung ingin menguji nyalinya 
makanya dia mengikuti ajang perkelahian tanding dan saat melakukan 
penangkapan yang pertama pihak kepolisian menangkap petarung yang 
hendak bertanding berjumlah 3 orang dan penangkapan yang kedua pihak 
polisi berhasil mengamankan petarung dan penonton yang berjumlah 18 
orang di tempat yang berbeda lokasi yang pertama di Jl. Botolempangan 
samping Gedung Golkar dan lokasi yang kedua di area Parkiran Pasar 
Sentral Makassar. 

Lebih lanjut, penulis juga melakukan wawancara dengan 
masyarakat setempat pada tanggal 2 Februari 2022 yang benama Sultan 
Arief, mengutarakan bahwa perkelahian tanding di Jl. Garuda khususnya 
kecamatan mariso disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, faktor 
ekonomi karena banyak warga disekitar Jl. Garuda yang berekonomi 
rendah karena pengangguran dan mereka terlibat pergaulan yang tidak 
baik dan terlibat dalam perkelahian tanding yang diadakan oleh salah satu 
oknum yang tak bertanggung jawab, selanjutnya faktor lingkungan, 
merupakan daerah padat peduduknya yang jumlah penduduknya 
mencapai 57,594 jiwa sehingga terjadi pergaulan yang tidak sehat dan 
terlibat dalam perkelahian” 

Selain melakukan wawancara dengan Kepolisian dan warga 
setempat, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang 
mengadakan Makassar Street Fight pada tanggal 11 Februari 2022, yang 
mengatakan bahwa dengan adanya fight club hal ini bisa menjadi wadah 
untuk para anak muda Kota Makassar. Bermula dari banyaknya hal-hal 
yang tak lazim seperti anak panah dan busur yang kerap terjadi di 
Makassar. Sehingga hal ini lah menjadi keinginan Basbas selaku oknum 
pembuat perkelahian tanding secara ilegal agar stigma dan ketakutan 
masyarakat terhadap anak panah dengan membuat pertarungan tangan 
kosong yang memiliki aturan walupun masih ilegal. Kami juga dari pihak 
penyelenggara ingin menegaskan itu berita yang beredar yang 
mengatakan bahwa kami ingin mencari keuntungan pribadi lewat ajang 



96 | Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif   

ini itu semuanya tidak benar kami hanya memfasilitasi area bagi meraka 
yang ingin bertarung lagi pula hasil dari penjualan tiket tidak sepenuhnya 
untuk hadiah bagi petarung yang menang dalam ajang tersebut adapun 
yang kami harus bayar yaitu pengamanan di area tempat bertarung, wasit 
(basbas), dan medis meskipun mungkin yang melakukan pengamanan di 
area tersebut atau medis adalah bagian dari kami panitia Makassar Street 
Fight. 

Penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan 3 petarung 
dengan waktu dan tempat berbeda yang mengikuti ajang perkelahian 
tanding Makassar Street Fight, yaitu Ocang (nama samaran) yang berusia 
17 tahun pada 23 Januari 2022 dan masih pelajar di salah satu SMA di 
Makassar. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2022, penulis berhasil 
mewawancarai Ondeng (nama samaran), berusia 21 tahun, dan sedangkan 
Pitung (nama samaran), berusia 21 tahun pada tanggal 18 Februari 2022. 
Mereka masing - masing memiliki alasan tersendiri sehingga mau turut 
serta ikut dalam ajang perkelahian tanding tersebut, yang pada pokoknya 
mengutarakan bahwa mereka semua sedari awal mengetahui kegiatan 
tersebut melalui media sosial sehingga tertatrik dengan iming-iming 
hadiah besar bagi para pemenangnya dan mengikuti kegiatan tersebut 
untuk kepentingan pribadi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan oknum pengelola acara dan 
petarung Makassar Street Fight, Menurut penulis faktor yang 
menyebabkan sehingga seseorang mengikuti ajang perkelahian tanding 
adalah faktor yang paling utama karena faktor ekonomi yang dimana pada 
saat ajang ini di adakan di era pandemi Covid-19. Hal yang menguatkan 
faktor ekonomi yang menjadi faktor utama adalah sebagian besar pelaku 
perkelahian tanding adalah orang- orang yang sebelumnya memiliki 
pekerjaan namun di rumahkan sejak pandemi Covid-19. Lagipula 
pekelahian tanding tersebut memiliki hadiah yang cukup besar sehinggah 
membuat orang -orang yang membutuhkan penghasilan, memutuskan 
mengikuti ajang tersebut Beberapa petarung yang ikut karena terkena 
dampak pemutusan hak kerja (PHK) mereka yang di PHK tergiur dengan 
hadiah dari ajang tersebut saat melakukan wawancara pada petarung 
mereka mengatakan ingin membantu ekonomi dirumah dengan cara ikut 
ajang ini, Sehingga penulis mengaitkan dengan teori -teori sebab 
terjadinya kejahatan yang salah satunyaYadalah teori subcultural 
delikuensi yang mana menurut teoriKini, perilakuHjahat adalah sifat-sifat 
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struktur sosial denganGpola budayaHyang khas dari 
lingkunganGdanGmasyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi 
karenaHpopulasi yang padat, status sosial-Kekonomis penghuninya 
rendah, kondisiKfisik perkampunganGyang sangat buruk, atau juga 
karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor 
ini bisa menjadiKfaktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari 
faktor iniKadalah penyebab kejahatanGdilihat berdasarkanGletak suatu 
daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam halKini faktor 
iniJadalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. BiasanyaHdaerah 
perkotaanGakan lebih rawanGketimbang di pedesaanGuntuk terjadinya 
suatu kejahatan, misalnyaHkejahatanGterhadap hartaKbenda, 
pencurianGataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanyaKorang- 
orang yang tinggal di perkotaan akanGmemikirkanGstrata sosial 
ketimbang keamananGdirinya, dengan memiliki pola hidup yang 
konsumtif dan cenderung foya-foya. 
 BerdasarkanWhasil wawancaraLtersebut selanjutnyaHdapat 
disimpulkan bahwa perkelahian tanding yang terjadi di Kota Makassar 
pada tahun 2021, didasari oleh ingin mengetahui sampai dimana nyali dan 
adrenalin para petarung agar bisa mendapatkan uang dari hasil 
perkelahian tanding ini jika menjadi  juara . Berdasarkan teori subcultural 
delikuensi, peneliti menemukan fakta yang menyebabkan perkelahian 
tanding di Kota Makassar antara lain: 
 

A. Faktor lingkungan 
Seperti pada keterangan yang telah disampaikan oleh pelaku dan 

warga setempat bahwa ajang tersebut diadakan di daerah yang memiliki 
tingkat ekonomi rendah dan merupakan daerah padat penduduk sehingga 
rentan terjadi pergaulan yang kurang sehat, yang dimana berdasarkan 
teori subcultural delikuensi bahwa struktur sosial sangat berpengaruh 
terhadap lingkungan. Seperti yang di katakan Ocang, salah satu orang 
yang diwawancarai oleh peneliti bahwa ia mendapatkan info dari teman 
adanya Makassar Street Fight hingga kemudian mendaftarkan diri pada 
ajang tersebut dengan alasan karena ingin tes sejauh mana nyali yang ia 
miliki meskipun ada rasa takut di tangkap dan dikeluarkan dari sekolah. 
Dari sini kita dapat simpulkan bahwa saudara ocang ikut serta dalam 
ajang tersebut dikarenakan faktor lingkungan dan temannya juga turut 
serta dalam tindak pidana ini karena memberi informasi dan menyuruh 
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Ocang menftarkan diri sebagai petarung. Hal ini juga membuktikan 
bahwa Ocang yang ikut dalam ajang perkelahian tanding bersumber dari 
faktor lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. 
Dalam faktor pengaruh lingkungan, seseorang bisa saja mengikuti 
pertarungan tanding dikarnakan perilaku jahat yang timbul atau 
dibentuk oleh lingkungan yang buruk. Kita sebagai manusia yang kadang 
mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar menyebabkan kita 
mengikuti budaya atau pengaruh sosial yang terjadi di sekitar kita, 
bahkan hal-hal buruk sekalipun. 

 
B. Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi secara langsung sangat berpengaruh terhadap 
terjadinya tindakan kejahatan pada masyarakat, tidak terkecuali 
perkelahian tanding yang menjadi objek kajian peneliti. Seperti yang 
dikatakan oleh Basbas, ajang pertarungan ini bisa menghasilkan bagi 
masyarakat yang membutuhkan pengasihaln di tengah pandemi Covid-19 
yang telah diberhentikanYdari pekerjaannya. Dalam perkelahian ini para 
petarung yang juara bisa mendapatkanGhadiah uang tunaiKsebesar Rp. 
1.500.0008(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jika tiket yang dijual oleh 
panitia penyelenggara bisa laku banyak, dari situlah uang hadiah buat 
petarung diperoleh adapulah uang untuk wasit, tim pengamanan, serta 
tim medis yang kami sediakan. Berdasarkan analisa penulis, kondisi 
pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketersediaan lapangan kerja yang 
berkurang menyebabkan maraknya perkelahian tanding di kalangan 
masyarakat. Tuntutan ekonomi yang semakin meningkat memaksa 
masyarakat untuk tetap harus mendapatkan penghasilan meskipun 
dengan cara mengikuti ajang perkelahian tanding. Hal ini diperparah 
dengan aturan-aturan tentang penanganan Covid-19 yang sering 
berubahA-ubah dan nyaris tidak memberikan solusi kepada masyarakat, 
menyebabkan masyarakat yang berekonomi rendah tidak memiliki 
pekerjaan, sehingga terjadi pergaulanGyang tidak sehat yang berdampak 
terjadinya perkelahianGtanding. Faktor ekonomi sangat erat kaitannya 
dengan struktur sosial pada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan 
kemampuan ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap strata 
sosisal masyarakat tersebut di lingkungannya. 20  Untuk para pelaku 

 
20 Kusuma, U. P. (2017). Pengaruh Status Orangtua Dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar 
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perkelahian tanding Makassar Street Fight, berasal dari kalangan 
masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, sehingga 
sangat rentan melakukan tindak kejahatan seperti mengikuti ajang 
tersebut. 

 
B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya 

Perkelahian Tanding Baik Dari Masyarakat Maupun Dari 
Pihak Kepolisisan 

Dengan terjadi tindak pidana perkelahian tanding ( Makassar Street 
Fight ) yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kota Makassar, pihak 
kepolisian sangan berperan penting terhadap penaggulangannya dan 
memikirkan langkah- langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. Lebih lanjut, Kepala unit IV Direktorat Kejahatan dan 
Kekerasan (JATANRAS) POLRESTABES Makassar, Aiput Abdul Kadir 
mengatakan pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam 
penanggulangan tindak pidana perkelahian tanding, yaitu : 

1) Upaya preventif, adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam hal menaggulangi tindak pidana, yang bertujuan 
untuk mencegah terjadinya pelanggaran khususnya tindak pidana 
perkelahian tanding yang dilakukan oleh kelompok makassar street 
fight. Menurut Aiptu Abdul Khadir Hal-hal yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana perkelahian tanding dengan 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-
bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana perkelahian 
tanding yang dilakukan oleh kelompok  makassar street fight serta 
memberikan pembinaan seperti mengarahkan dan mengajarkan 
hal-hal yang lebih positif seperti ikut ajang lari 100m antar 
kecamatan kota yang diadakan pemerintah Kota Makassar yang 
pernah dilaksanakan pada bulan April 2022 kepada mereka yang 
terlibat dalam tindak pidana perkelahian tanding tersebut. Selain 
itu pihak kepolisian melakukan patroli pada siang hari dan pada 
malam hari untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh masyarakat Kota Makassar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
pengawasan dan pencegahan tindak pidana khususnya tindak 

 
Siswa Kelas Xi Smk Negeri 1 Depok Sleman. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah 
Islam, 14(2) Diakases pada 17 Juni 2022 pukul 19:39. 
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pidana perkelahian tanding oleh pihak Kepolisian yaitu dengan 
pembagian patroli-patroli polisi yang selaras menurut tempat dan 
waktu. Yang merupakan pembagian yang sangat penting adalah 
patroli. Biasanya dilakukan pada jam 10 malam, dan tidak sama 
pada malam berikutnya, dimana biasanya dilakukan pada jam 24.00 
malam. Upaya prevntif adalah langkah yang paling sering 
dilakukan dan diutamakan oleh pemerintah Kota Makassar dan 
pihak Kepolisian seperti berusaha memfasilitasi para pelaku 
perkelahian tanding agar dapat menyalurkan hobynya kearah lebih 
positif seperti menyediakan fasilitas bagi mereka untuk mengikuti 
perkelahian tanding yang resmi dan memiliki dasar hukum yang 
jelas. Hal ini pernah dikemukakan oleh Wali Kota Makassar 
Mohammad Ramdhan Pomanto “Pemuda tersebut seharusnya 
disalurkan melalui jalur legal di bawah naungan cabang olahraga 
agar memajukan dunia olahraga dan kami pemerintah Kota 
Makassar yang ingin memfasilitasi para pelaku perkelahian tanding 
tersebut”.21 

2) Upaya prevntif adalah langkah yang paling sering dilakukan dan 
diutamakan oleh pemerintah Kota Makassar dan pihak Kepolisian 
seperti berusaha memfasilitasi para pelaku perkelahian tanding 
agar dapat menyalurkan hobynya kearah lebih positif seperti 
menyediakan fasilitas bagi mereka untuk mengikuti perkelahian 
tanding yang resmi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini 
pernah dikemukakan oleh Wali Kota Makassar Mohammad 
Ramdhan Pomanto “Pemuda tersebut seharusnya disalurkan 
melalui jalur legal di bawah naungan cabang olahraga agar 
memajukan dunia olahraga dan kami pemerintah Kota Makassar 
yang ingin memfasilitasi para pelaku perkelahian tanding tersebut” 

3) Upaya represif adalah upaya yang berupa penindak lanjutan dan 
penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak 
mengulangi perbuatannya. Upaya represif dilakukan ketika terjadi 
pelanggaran sehingga perlu diberikan hukuman bagi para pelaku. 
Jenis hukaman dapat berupa pembinaan, wajib lapor, dan hukuman 
penjara. Lebih lanjut menurut Aipu Abdul Khadir, upaya- upaya 

 
21 https://pedomanrakyat.com/heboh-street-fighter-di-makassar-ini-respon-wali-kota-danny/ 
Diakses pada 1 Juni 2022 pukul 16.11 . 

https://pedomanrakyat.com/heboh-street-fighter-di-makassar-ini-respon-wali-kota-danny/


  Menemukan Hukum dari Ranah Yudikatif  | 101  

yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak-pihak yang lain 
diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan menghapus praktik- 
praktik perkelahian tanding semacam ini. Kolaborasi antara semua 
pihak termasuk masyarakat dibutuhkan agar dapat lebih berkarya di 
bidang hal- hal yang lebih positif dan menjauhi tindak yang dapat 
merugikan masyarakat dan para pelaku perkelahian tanding pada 
khususnya. 

 
3. KESIMPULAN 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengikuti perkelahian 

tanding secara ilegal yaitu dikarenakan faktor ekonomi banyaknya 
petarung mendaftar yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan 
atau penghasilan harian mereka, apalagi ditengah wabah covid-19 
saat ini. Dan faktor lingkungan, seseorang bisa saja mengikuti 
pertarungan tanding dikarnakan perilaku jahat yang timbul atau 
dibentuk oleh lingkungan yang buruk. 

2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian 
tanding dari pihak kepolisan yaitu upaya preventif dan upaya 
refresif. Upaya-upaya telah dilakukan untuk menanggulangi 
fenomena perkelahian tanding di makassar adalah memberikan 
sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat 
tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat perkelahian 
tanding, melakukan pencegahan dan pengawasan rutin untuk 
memantau kegiatan- kegiatan yang dilakukan masyarakat, 
penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, dan berusaha 
memfasilitasi bakat dan minat para pelaku perkelahian tanding 
kearah lebih positif.  
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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
sistem Tilang Elektronik dalam proses pencatatan pelanggar Lalu Lintas. 
Untuk mengetahui efektitas penerapan sistem Tilang Elektronik di Kota 
Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan bantuan data 
dari Satlantas Polretabes Makassar. Dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan sasaran penelitian yang 
terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali 
sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian, dengan demikian 
walaupun sasaran penelitian terbatas tetap kualitas data tidak terbatas, 
semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian semakin 
berkualitas. 
 Hasil peneltian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem Tilang 
Elektronik dalam proses pencatatan pelanggar lalu lintas di Kota 
Makassar membantu petugas kepolisian dalam menindak para pelanggar 
lalu lintas dengan menggunakan CCTV yang di pasang di beberapa titik di 
Kota Makassar, dengan sistem Tilang Elektronik sebagai pembuktian 
pelanggaran lebih nyata. Efektivitas ipenerapan iTilang ielektronik iterhadap 

ipelanggaran ilalu ilintas idi iKota iMakassar ibelum imaksimal idalam 

imenanggulangi ipelanggaran ilalu ilintas iyang iterjadi idi ijalan iraya ikarena 

ikamera iperangkat iETLE ihanya idapat imendeteksi ijenis-jenis ipelanggaran 

itertentu idi ijalan iraya idan juga masih kurangnya CCTV yang di pasang di 
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Kota Makassar sehingga masih banyak pelanggar lalualintas yang tidak 
tertangkap oleh kamera, adan juga kamera yang di pasang di Kota 
Makassar tidak pada area traffic light sehingga masih banyak masyarakat 
yang menerobos lampu merah tidak tertangkap oleh kamera CCTV. 
 
Kata Kunci: Sistem Tilang Elektronik, Pelanggar Lalu Lintas, 
Sanksi Pidana 

 
PENDAHULUAN 

Di Negara Indonesia kemajuan teknologi transportasi terus 
berkembang baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi sesuai 
dengan kebutuhan manusia. Transportasi merupakan salah satu 
penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di 
perkotaan. Di perkotaan transportasi merupakan aspek yang paling sering 
digunakan oleh masyarakat dalam menjalani atktifitas sehari-harinya. 
Kekeliruan dalam berlalu lintas yang dilakukan pengguna transportasi 
sehingga sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas.  

Dampak negatif yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas 
begitu besar, maka dari itu diperlukan strategi dan metode-metode dalam 
memperbaiki sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan 
pelanggaraan lalu lintas yang efektif dan juga lebih baik. Dalam 
meningkatkan kedisplinan dalam berlalu lintas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mengeluarkan sistem Tilang Elektronik atau 
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mewujudkan 
pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 
sehingga manfaatnya dapat di rasakan oleh semua masyarakat tanpa 
terkecuali. Tilang elektronik lebih memudahkan para pelanggar untuk 
menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya lebih efektif serta 
kepastian hukum terhadap bagi pelanggar. 
 Sistem Tilang Elektronik diatur dalam Pasal 272 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, dalam Pasal 1 angka 2  Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara 
Pelanggaran Lalu Lintas, dan juga Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu 
Lintas. 
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Kota iMakassar imerupakan isalah isatu ikota iterbesar idi iIndonesia idan 

iterbesar idi ikawasan iTimur iIndonesia. iKota iMakassar isebagai ipusat 

ipelayanan idi iKawasan iTimur iIndonesia, iKota iMakassar imenjadi ipusat 

iperdagangan idan ijasa, ipusat ikegiatan iindustri, ipusat ikegiatan 

ipemerintahan, isimpul ijasa iangkutan ibarang idan ipenumpang ibaik idarat, 

ilaut imaupun iudara idan ipusat ipelayanan ipendidikan idan ikesehatan. 
Sehingga hal tersebut membuat aktifitas masyarakat di Kota Makassar 
menjadi ramai  dan mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di Kota 
Makassar, hal tersebut membuat banyaknya pengendara bermotor yang  
melanggar lalu lintas, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua. 
 Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk 
meneliti dengan judul “Efektifitas Penanganan Tilang Elektronik 
Bagi Pelanggar Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota 
Makassar”. 
 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan sistem Tilang Elektronik dalam proses 

pencatatan pelanggar lalu lintas di Kota Makassar? 
2. Apakah sistem Tilang Elektronik efektif penerapannya di Kota 

Makassar? 
 
Metode Penelitian 

 Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif  
Teknik pengumpulanadata primer langsung dari para informan di 
Satlantas Polrestabes Makassar dan data sekunder dilakukan dengan 
caraamembaca dan meneliti secaraaseksama buku-buku, jurnal-jurnal 
penelitian, danadokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitianaini. 
Analisisadata yang digunakan dalamapenelitian ini adalah metode 
pendekatan kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara 
tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Lokasi dari penelitian ini ialah di 
Satlantas Polrestabes Makassar. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan wawancara, pengamatan, dokumentasi.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik Dalam Proses 

Pencatatan Pelanggar Lalu Lintas di Kota Makassar. 
Kota Makassar merupakan pusat perdagangan dan jasa, pusat 

kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan 
barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat 
pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga menyebabkan ramainya 
pengguna lalu lintas di Kota Makassar hal itu juga yang menjadi salah satu 
penyebab sering terjadinya kemacetan di Kota Makassar dan juga 
penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas, dalam mengatasi 
pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi Kepolisian Kota Makassar 
menerapkan sistem Tilang Elektronik dimana membantu petugas dalam 
menangani banyaknya pelanggaran lalu lintas.  

Pelaksanaan Tilang Elektronik di Kota Makassar membantu 
petugas dalam melakukan proses penilangan, petugas tidak langsung 
terjun kelapangan dalam mengatasi para pelanggar lalu lintas tetapi 
melalui sistem elektronik, dimana teknologi yang digunakan untuk 
mendeteksi plat nomor kendaraan adalah teknologi iANPR i( iAutomatic 

iNumber iplate iRecognition). iTeknologi iini ibekerja ipada ikamera iCCTV idan 

iperangkat ilunak iyang isecara iotomatis iakan imenangkap iplat inomor 

ikendaraan. Kamera CCTV dapat imendeteksi ikendaraan ibermotor iyang 

imelakukan ipelanggaran ilalu ilintas isebagaimana idiatur idalam iUU iNomor 

i22 iTahun i2009 iTentang iLalu iLintas idan iAngkutan iJalan. 
Kota Makassar dengan kepadatan penduduk dan kendaraan, telah 

menerapkan tilang secara elektronik, dengan menempatkan beberapa 
kamera di berbagai sudut jalan, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini. 

 

Tabel. 1 
Lokasi  Closed Circuit Television (CCTV) 

No Lokasi CCTV Jumlah CCTV 

1 JL. Ahmad Yani 1 CCTV (Aktif) 
2 JL. G. Bulusaraung 1 CCTV (Aktif) 
3 JL. Urip Sumaharjo 2 CCTV (Aktif) 
4 JL. Perintis 2 CCTV (Aktif) 
5 JL. Dr. Ratulangi 2 CCTV ( aktif) 
6 JL. Haji Bau 1 CCTV (Aktif) 
7 JL. Nusantara 1 CCTV (Aktif) 
8 JL. Sultan Alaudin 2 CCTV (Aktif) 
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9 Jembatan Barombong 1 CCTV (Aktif) 
10 JL. Hertasning 2 CCTV (Aktif) 
11 JL. Jend. Sudirman 2 CCTV (Aktif) 
12 Perempatan JL. Kartini – JL. Jend. 

Sudirman 
1 CCTV (Aktif) 

13 Simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin 1 CCTV (Aktif) 
Jumlah CCTV  19 CCTV 

Sumber Data : Ditlantas Polrestabes Makassar tanggal 21 Januari 2022 
  
Dari 13 Titik yang terpasang CCTV di Kota Makassar sebagaimana 

Tabel diatas semuanya dalam keadaan aktif. 
Data pelanggar lalu lintas melalui sistem Tilang Elektronik yang 

terjadi dari Bulan April – September 2021, dapat dilihat pada tabel 2 
sebagai berikut. 

 

Tabel. 2 
Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021 

 

April Mei Juni Juli Agustus September 
23 

Pelanggar 
112  

Pelanggar 
169 

Pelanggar 
176 

Pelanggar 
197 

Pelanggar 
98 

Pelanggar 
Sumber Data : Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 21 Januari 2022 
 

 Data pada tabel dapat dilihat bahwa tiap bulan terjadi kenaikan 
pelanggar lalu lintas di Kota Makassar, adapun penyebab terjadinya 
penurunan di bulan september dikarenakan terjadinya kerusakan pada 
sistem pada tanggal 14 September sehingga data pelanggar tersebut hanya 
dalam kurun waktu 2 minggu pada bulan September. 

 Data Pelanggaran lalu lintas jenis kendaraan bermotor melalui 
sistem Tilang Elektronik yang terjadi di tahun 2021, dapat dilihat pada 
tabel 3 sebagai berikut. 

 

Tabel. 3 
PelanggaranaLalu Lintas Jenis KendaraanaBermotor Tahun 2021 

 

Jumlah 
Pelanggaran 

Jenis Kendaraan Bermotor 
Motor Mobil Mobil 

Penumpang 
Mobil 
Bus 

Kendaraan 
Khusus 

775 - 775 - - - 

Sumber Data : Satlantas Polrestabes Makassar 
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  Dariadata Tabel 3 diatasadiperoleh bahwa jumlahapelanggaran 
didominasiaoleh mobil, beberapa pelanggaran juga dapat direkam oleh 
kamera namun ketika dilakukan pengecekan oleh petugas back office 
melalui database RegidentaNomor Plat Kendaraan yangaterdaftar 
atauaciri kendaraanya tidak sesuai. 
  Dari jumlah pelanggaran maka jenisapelanggaran yang terjadi dapat 
dilihat pada tabel 4 sebagai berikut. 

 

Tabel. 4  
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021 

 

Jumlah 
Pelanggaran 

Jenis Pelanggaran 
Tidak 

menggunakan 
Sabuk pengaman 

Tidak 
menggunakan 

helm SNI 
 

Berkendara 
sambil 

bermain HP 

Menerobos 
lampu 
merah 

Melanggar 
rambu-

rambu dan 
marka jalan 

775 763 - 12 - - 

Sumber Data : Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 21 Januari 2022 
 

Dari data Tabel 4  di atas menunjukkanabahwa jenis 
pelanggaranayang terjadiamasih di dominasi oleh tidak menggunakan 
sabuk pengaman, ternyata masih banyak pengguna mobil yang lalai 
dengan tidak menggunakan sabuk untuk keselamatan. 

Jika ditinjau dari pemasukan uang ke kas negara, maka dari bulan 
April ke bulan Sepetember jumlahnya dapat dilihat pada tabel 5 sebagai 
berikut. 

Tabel. 5 
Jumlah pemasukan Negara Dari Pelanggar Lalu Lintas 

Tahun 2021 
 

No Bulan Pemasukan 
1 April Rp. 5.000.000 
2 Mei Rp. 25.000.000 
3 Juni Rp. 31.000.000 
4 Juli Rp. 36.500.000 
5 Agustus Rp. 39.750.000 
6 September Rp. 16.000.000 

Jumlah  Rp. 153.250.000 
Sumber Data : Satlantas Polrestabes Makassar 15 Januari 2022 
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Selanjutnya pada tabel 5 terlihat bahwa pemasukan negara di tiap 
bulannya terus meningkat, pada saat bulan september terjadi penurunan 
pemasukan negara di karenakan adanya masalah pada sistem sehingga 
penilangan melalui sistem Elektronik hanya sampai pada tanggal 14 
September dimana sistem tidak dapat  mendeteksi data pelanggaran yang 
terjadi, dan masih terus dalam proses perbaikan.  
 
B. Efektifitas Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kota 

Makassar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi  suatu efektifitas. Suatu 

Efektifitas dapat diartikan dengan kekuatan hukum untuk menghasilkan 
keadaan atau kondisi seperti yang diharapkan oleh hukum. Efektifitas 
menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu 
hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :22 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 

Berikut merupakan hasil uraian dari keempat aspek diatas: 
1. Faktor Hukumnya Sendiri 

Faktor hukumnya i iadalah ifaktor iyang iberasal idari ihukumnya isendiri 

iyaitu isubstansi iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku i(ius 

iconstitutum) iberkaitan idengan iketentuan ipenerapan iTilang ielektronik. 

iSaat iini iketentuan itentang iTilang ielektronik isecara iumum idi iatur 

idalam iUU iNomor i22 iTahun i2009 iTentang iLalu iLintas idan iAngkutan 

iJalan, idimana iketentuan ipasal itersebut itidak imemberikan ipengaturan 

iyang imemadai iberkaitan idengan imekanisme ipenerapan iTilang 

ielektronik iterhadap ipelanggaran ilalu ilintas idan ihanya imengatur 

itentang ipenggunaan iperalatan ielektronik isebagai ialat ibukti 

ipelanggaran ilalu ilintas idi ipengadilan.  

 
22  SoerjonoaSoekanto, 2008, Faktor-Faktorayang Mempengaruhi 

PenegakanaHukum, PT. Raja GrafindoaPersada, Jakarta, Halaman 8. 
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2. Faktor Penegak Hukum 
Faktor iini imeliputi ipihak-pihak iyang imembentuk imaupun imenerapkan 

ihukum, iyaitu iaparatur ipenegak ihukum iyang imampu imemberikan 

ikepastian, ikeadilan, idan ikemanfaatan ihukum idalam imelaksanakan 

iketentuan iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku idalam ihal iini 

ianggota ilalu ilintas iyang imelaksanakan itugas ipenegakan ihukum melalui 
penerapan Tilang Elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas, 
pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai 
dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam 
penerapan sistem Tilang Elektronik pihak kepolisian Polrestabes 
Makassar sebagai penegak hukum, Adapun Petugas di Polrestabes 
yang melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran 
lalu lintas di Kota Makassar, yaitu petugas yang berada di Back Office 
Polrestabes Makassar sebanyak 3 orang.   

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Faktor isarana iatau ifasilitas iadalah ifaktor iyang iberkaitan idengan isarana 

iatau ifasilitas iyang idigunakan iuntuk imendukung ipelaksanaan itugas 

ianggota iDitlantas iPolrestabes iMakassar idalam iupaya imelakukan 

ipenegakan ihukum imelalui isistem iTilang iElektronik iterhadap ipelanggar 

ilalu ilintas di Kota Makassar, yaitu pertama peralatan dan 
perlengkapan terdiri dari kamera CCTV yang berteknologi ANPR, 
Komputer, server ETLE, aplikasi ETLE, Database Electronic 
Registration and Identification (ERI), printer, jaringan internet, kode 
Briva, blanko Tilang, alat tulis kantor dan peralatan  elektronik 
lainnya dan kedua fasilitas sarana pendukung Back office dan Posko 
ETLE di Polrestabes Makassar. 

4. Faktor masyarakat 
Faktor imasyarakat iadalah ifaktor iyang iberhubungan idengan ikondisi 

ilingkungan imasyarakat idimana iketentuan itentang iTilang ielektronik 

iterhadap ipelanggaran ilalu ilintas iberlaku idalam ihal iini ikondisi 

imasyarakat isebagai ipengendara ikendaraan ibermotor di Kota 
Makassar. 
Penulis akan mensajikan hasil angket yang telah disebarkan kepada 30 
orang, berikut ini pengetahun responden tentang pemasangan Tilang 
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Elektronik (ETLE) di Kota Makassar, yang lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel 6  sebagai berikut: 

 

Tabel. 6 
Pengetahun Responden Tentang Pemasangan 
 Tilang Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar 

 

No Jawaban Responden Frekuensi % 
1 Mengetahui 12 orang 40% 
2 Tidak Mengetahui 18 orang 60% 

Jumlah 30 orang 100% 
Sumber Data : Angket Diolah  

 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 12 orang  
atau 40% mengetahui, dan 18 orang atau 60% tidak mengetahui. Menurut 
mereka yang menyatakan tidak mengetahui dikarenakan tidak adanya 
pemberitahuan/sosialisasi ke masyarakat oleh pihak kepolisian terkait  
pemasangan CCTV di Kota makassar.  

 

Tabel. 7 
Pendapat Responden Tentang Sistem Tilang Elektronik  

Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat Dalam Tertib 
Berlalu Lintas. 

 

No Jawaban Responden Frekuensi % 
1 Memberikan Kesadaran 2 orang 6,7% 
2 Tidak Memberikan Kesadaran 28 orang 93,3% 

Jumlah 30 orang 100% 
Sumber Data : Angket Diolah  

 

 Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 2 
orang atau 6,7% menjawab memberikan kesadaran, 28 orang atau 93,3% 
menjawab tidak memberikan kesadaran.  

Tabel. 8 
Pendapat Responden Tentang Penerapan Sistem Tilang  
Yang Lebih Di Dukung Penerapannya Di Kota Makassar. 

 

No Jawaban Responden Frekuensi % 
1 Tilang Manual 21 orang 70% 
2 Tilang Elektronik 9 orang 30% 

Jumlah 30 orang 100% 
Sumber Data : Angket Diolah 
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 Berdasrkan tabel 8 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 21 
orang atau 70% menjawab tilang manual, 9 orang atau 30% menjawab 
Tilang Elektronik.  

Tabel. 9 
Pendapat Responden Tentang Sistem Tilang Elektronik  

Mengurangi Suap Kepada Aparat Kepolisian 
 

No Jawaban Responden Frekuensi % 
1 Mengurangi 12 orang 40% 
2 Tidak Mengurangi - - 

3 Tidak Tau 18 orang  60% 
Jumlah 30 orang 100% 

Sumber Data : Angket Diolah 
 

 Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 12 
orang atau 40 % menjawab mengurangi, tidak ada  orang atau 0% 
menjawab tidak mengurangi dan 18 orang atau 60 % menjawab tidak tau. 
1. Faktor Budaya 
 Salah isatu iperilaku iatau ikebiasaan imasyarakat iyang itinggal idi iKota 

iMakassar iyaitu ikebiasaan iuntuk itidak imelakukan iproses ibalik inama 

iatas idokumen ikepemilikan ikendaraan ibermotor itersebut iyaitu iBukti 

iTanda iKepemilikan iKendaraan iBermotor i(BPKB) idan iSurat iTanda 

iNomor iKendaraan i(STNK) isetelah iproses ijual-beli ikendaraan ibermotor 

isehingga iapabila ikendaraan ibermotor itersebut imelakukan ipelanggaran 

ilalu ilintas imaka isurat ikonfirmasi iakan idikirimkan ioleh iPetugas iBack 

ioffice iETLE ikepada ipemilik ikendaraan ibermotor isesuai idengan idata 

ipemilik isebagaimana itercantum idalam i iDatabase iElectronic 

iRegistration iand iIdentification (ERI) sementara kendaraan bermotor 
tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga 
pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas 
yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut.  
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Kesimpulan 
1. Pelaksanaan sistem Tilang Elektronik dalam proses pencatatan 

pelanggar lalu lintas di Kota Makassar membantu petugas kepolisian 
dalam menindak para pelanggar lalu lintas dengan menggunakan 
CCTV yang di pasang di beberapa titik di Kota Makassar, dengan 
sistem Tilang Elektronik sebagai pembuktian pelanggaran lebih 
nyata. 

2. Efektivitas ipenerapan iTilang ielektronik iterhadap ipelanggaran ilalu 

ilintas idi i iKota iMakassar ibelum imaksimal idalam imenanggulangi 

ipelanggaran ilalu ilintas iyang iterjadi idi ijalan iraya ikarena ikamera 

iperangkat iETLE ihanya idapat imendeteksi ijenis-jenis ipelanggaran 

itertentu idi ijalan iraya idan itidak idapat imenjangkau ijenis-jenis 

ipelanggaran idan juga masih kurangnya CCTV yang di pasang di Kota 
Makassar sehingga masih banyak pelanggar lalualintas yang tidak 
tertangkap olehakamera, dan juga kamera yang di pasang di Kota 
Makassar tidak pada area traffic light sehingga masih banyak 
masyarakat yang menerobos lampu merah tidak tertangkap oleh 
kamera CCTV. 
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